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ABSTRAK

SUHANA, Analisis Ekonomi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk
Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. (TRIDOYO KUSUMASTANTO sebagai Ketua,
LUKY ADRIANTO dan ACENG HIDAYAT sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Teluk Palabuhanratu di perairan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya
ikan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Banyaknya aktor yang berkepentingan dalam
pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut maka diperlukan suatu sistem pengelolaan
sumberdaya ikan yang terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi dan
menganalisa peran masing-masing kelembagaan yang ada di Teluk Palabuhanratu dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan; (2) Menganalisis tatanan kelembagaan
tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan; dan (3) Menganalisis
secara ekonomi kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan teluk Palabuhanratu dengan
pendekatan biaya transaksi. Hasil studi menunjukkan : (1) Aktor-aktor yang harus dilibatkan
secara langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan terdiri dari unsur
pemeritah, masyarakat, akademisi dan apar keamanan. (2) Total biaya transaksi yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu
setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 184.615.000,00. (3) Total biaya transaksi yang
dikeluarkan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan setiap tahunnya mencapai sekitar
Rp. 9.962.500. (4)Berdasarkan tingkat diskonto 12 % terlihat bahwa dalam jangka waktu
lima tahun nilai cost effectiveness analysis (CEA) pemerintah jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan CEA kelompok nelayan. Nilai CEA pemerintah mencapai sekitar Rp.
783.140.270,15 dan nilai CEA kelompok nelayan Rp. 25.521.874,33. (5) Format
kelembagaan yang direkomendasikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
ikan di Teluk Palabuhanratu harus melibatkan masyarakat (formal dan informal), pemerintah,
pihak swasta/usaha dan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Kelembagaan, Biaya Transaksi, Analisis Aktor, Game Theory dan Analisis
Kefektifan Biaya.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teluk merupakan suatu lekukan yang lekukannya berbanding sedemikian
rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan yang tertutup dan
bentuknya lebih dari pada sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata
(UNCLOS 1982)*. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan teluk merupakan
kawasan yang paling banyak berkembang untuk berbagai aktifitas manusia
dikarenakan teluk mempunyai karakteristik fisik yang relatif stabil, terlindung dan
dinamikanya tidak setinggi pantai terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan terjadinya peningkatan aktivitas di kawasan
teluk, yang antara lain secara global ditandai oleh munculnya kota-kota besar di
kawasan teluk. Indonesia mempunyai banyak kota besar yang berlokasi di
kawasan teluk, dan dalam satu dekade belakangan ini banyak pihak
berkepentingan terhadap sumberdaya pesisir di wilayah teluk, khususnya di
wilayah teluk yang pembangunannya pesat seperti Teluk Jakarta, Manado,
Makassar dan Palabuhanratu.

Seiring dengan berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menekankan pada desentralisasi pemerintahan maka kewenangan
pengelolaan sumberdaya alam di perairan laut bergeser dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah, khususnya sumberdaya ikan. Adanya pergeseran kewenangan
tersebut telah berdampak terhadap beberapa aspek penting dalam pengelolaan
sumberdaya ikan di wilayah teluk, yaitu aspek sumberdaya ikan, sosial-
kelembagaan, ekonomi dan politik. Pertama, desentralisasi merupakan pintu
menuju terciptanya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan
bahwa dengan desentralisasi akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya ikan diwilayah teluk. Partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumberdaya ikan merupakan bentuk tanggung jawab mereka
terhadap masa depan sumberdaya tersebut. Artinya, masyarakat tidak hanya akan

berhenti pada upaya merencanakan dan melaksanakan prinsip pengelolaan

! Lihat Pasal 10 (2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations
Convention on The Law The Sea, UNCLOS 1982)



sumberdaya ikan secara lestari seiring dengan nilai-nilai tradisional yang mereka
miliki, tetapi tanggung jawab itu juga akan muncul dalam bentuk pengawasan dan
pengendalian.

Kedua, salah satu kekuatan desentralisasi kelautan adalah karena selama ini
sebenarnya setiap daerah memiliki institusi lokal yang mencerminkan kearifan
tradisional dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Institusi tersebut selama ini ada
yang masih berlaku dan ada pula yang telah pudar. Dengan demikian, ada institusi
yang secara aktual berfungsi dan ada pula yang secara potensial berfungsi.
Institusi yang berfungsi aktual merupakan kekuatan daerah dalam pengelolaan
sumberdaya ikan. Daerah tidak perlu lagi menyusun formula pengelolaan
sumberdaya ikan, sebaliknya daerah hanya perlu melengkapi formula yang sudah
ada yang selama ini dimiliki masyarakat.

Ketiga, secara ekonomi, desentralisasi kelautan tersebut sangat relevan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Khususnya nelayan.
Seperti diketahui bahwa rezim sentralistik yang selama ini berkembang telah
menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumberdaya. Dengan
berlangsungnya otonomi daerah maka daerah akan memperoleh manfaat dan
keuntungan dari sumberdaya yang dimiliki. Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan untuk mengatur investasi perikanan di wilayah teluk. Selain itu
peluang meningkatnya kesempatan pengusaha lokal atau nelayan melakukan
usaha pemanfaatan sumberdaya di daerahnya akan semakin besar. Hal ini semakin
jelas lagi dengan apa yang digambarkan secara implisit dalam otonomi daerah
bahwa nelayan tradisional akan terlindungi dari kuatnya kapal-kapal besar yang
beroperasi di wilayah pantai. Dengan demikian akan membebaskan nelayan
tradisional dari persaingan yang tidak seimbang.

Keempat, perlu dipahami bahwa desentralisasi pengelolaan sumberdaya
ikan merupakan wujud demokratisasi. Karena, semakin terbuka kesempatan
nelayan lokal berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya; suatu kesempatan
yang tidak pernah diperoleh selama masa sentralisme. Nilai demokratis lainnya
adalah bahwa dengan desentralisasi semakin dekat jarak antara pengambil
keputusan dengan nelayan lokal sehingga semakin dekat pula jarak kontrol

nelayan lokal terhadap pengambil kebijakan. Dengan demikian semakin mudah



akses bagi nelayan untuk mengusulkan, memprotes, atau menyalurkan aspirasi
terhadap suatu kebijakan. Namun demikian selama ini pengelolaan sumberdaya
teluk di Indonesia belum dilakukan secara baik. Berbagai instansi atau
stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya ikan di teluk
tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola sumberdaya.
Sehingga tidak jarang benturan berbagai kepentingan tersebut berujung pada
terjadinya konflik antar stakeholders. Misalnya yang terjadi di Teluk
Palabuhanratu.

Teluk Palabuhanratu di Perairan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi
sumberdaya ikan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan hasil
perhitungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi Tahun 2003
diketahui potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi adalah 11.827
ton, dengan uraian ikan pelagis besar 9.245 ton/tahun, ikan pelagis kecil 1.060
ton/tahun dan ikan demersal 1.220 ton/tahun. Tingkat Pemanfaatan untuk masing-
masing sumberdaya saat ini adalah ikan pelagis besar 2.719 ton, ikan pelagis
kecil 564 ton dan ikan demersal 302 ton.

Sementara itu keterlibatan para stakeholders perikanan yang ada di sekitar
Teluk Palabuhanratu dalam pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berlangsung
lama. Para stakeholders yang terlibat tersebut terdiri dari masyarakat lokal,
pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta. Beberapa hasil studi
menunjukan bahwa stakeholders yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya
ikan di Teluk Palabuhanratu terdiri dari nelayan, juragan, bakul (pengumpul
ikan), LEPP-M3R (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina
Ratu), TPI, Bank, KUD dan Pemerintah Daerah. Banyaknya stakeholders yang
berkepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut maka diperlukan
suatu sistem pengelolaan sumberdaya ikan yang terintegrasi. Selama ini
keberadaan masing-masing stakeholders tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri.
Sehingga dalam beberapa kasus pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu sering menimbulkan konflik antar stakeholders. Misalnya sampai
akhir tahun 2005 terjadi konflik antara nelayan bagan dengan nelayan payang

dalam pemanfaatan sumberdaya ikan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan
(2006), konflik tersebut dilatarbelakangi oleh terus menurunnya hasil tangkapan
kedua kelompok nelayan tersebut. Penurunan hasil tangkapan tersebut menurut
nelayan bagan disebabkan oleh banyaknya nelayan payang yang melakukan
penangkapan di Teluk Palabuhanratu. Sementara itu nelayan payang menganggap
bahwa penurunan hasil tangkapan tersebut disebabkan oleh banyaknya nelayan
bagan yang melakukan penangkapan ikan.

Selain itu juga potensi konflik pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu terjadi antara nelayan yang menggunakan perahu congkreng?
(perahu kecil) dengan nelayan yang memiliki perahu berkapasitas besar. Potensi
konflik tersebut disebabkan oleh pemasangan rumpon-rumpon ikan oleh para
nelayan besar. Sementara para nelayan kecil tidak diperbolehkan menangkap ikan
di sekitar rumpon milik nelayan besar tersebut. Menurut catatan Pikiran Rakyat
(2005), kehadiran rumpon-rumpon milik para nelayan besar di Teluk
Palabuhanratu telah menyebabkan nelayan kecil mengalami penurunan hasil
tangkapan.

Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Herwening (2003) menunjukan
bahwa implikasi kegiatan modernisasi perikanan di Palabuhanratu telah
menimbulkan berbagai potensi konflik, yaitu pertama, potensi konflik antar
armada perikanan, meliputi potensi konflik pemanfaatan wilayah antara bagan
apung dengan perahu congkreng dan potensi konflik sumberdaya antara bagan
apung dengan perahu payang. Kehadiran longline juga menyebabkan potensi
konflik pemanfaatan wilayah dengan kapal motor gillnet dan dengan perahu
congkreng.

Kedua, potensi konflik dalam pola hubungan produksi, meliputi hubungan
antara pemilik modal dengan pemilik perahu, pemilik kapal dan anak buah kapal
(ABK), yang ditunjukkan oleh adanya gejala eksploitasi. Seiring dengan
peningkatan teknologi maka ketimpangan pendapatan antara pemilik alat produksi
dengan ABK semakin lebar, tetapi hal ini tidak menyebabkan gejala polarisasi
nelayan. Komunitas nelayan terdiferensiasi lebih kompleks sehingga

menyebabkan perubahan pada pola stratifikasi.

2 Nama lokal untuk perahu ukuran kecil dengan menggunakan motor tempel.



Berdasarkan uraian diatas maka pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu perlu dilakukan dengan sistem kelembagaan yang kuat. Hal ini
dimaksudkan agar pengelolaan sumberdaya ikan Teluk Palabuhanratu dapat
berjalan secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Selain itu juga keberadaan
sistem kelembagaan yang kuat diharapkan dapat berdampak terhadap menurunnya
tingkat konflik antar nelayan dalam upaya memanfaatkan sumberdaya ikan di

Teluk Palabuhanratu.

Perumusan Masalah

Pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu selama ini belum
berlangsung dengan optimal. Akibatnya berbagai kasus degradasi sumberdaya
ikan kerap kali terjadi pada beberapa kelompok sumberdaya ikan. Hasil penelitian
Wahyudin (2005) menunjukan bahwa laju degradasi sumberdaya ikan pelagis
kecil di Teluk Palabuhanratu per tahun adalah sebesar 61,86 persen. Hal ini
menunjukan bahwa ikan pelagis kecil di perairan Teluk Palabuhanratu mengalami
tekanan yang cukup besar yang disinyalir akibat tingginya aktivitas perikanan di
sekitar perairan ini. Sementara itu laju degradasi ikan demersal menunjukan relatif
tidak mengalami degradasi. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata koefisien
degradasi yang hanya sebesar 22,04 persen per tahun.

Wahyudin (2005) lebih lanjut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil
perhitungan alokasi optimum sumberdaya ikan di perairan Teluk Palabuhanratu
menunjukan bahwa tangkapan optimal per trip setingkat bagan untuk menangkap
ikan pelagis kecil adalah sebanyak 113,33 kilogram. Sedangkan tangkapan
optimal per trip setingkat pancing untuk menangkap ikan demersal adalah
sebanyak 245,18 kilogram. Oleh sebab itu Wahyudin (2005) menyarankan bahwa
jumlah alat tangkap optimal berdasarkan analisis dinamik adalah sebanyak 43 unit
alat tangkap setingkat bagan untuk menangkap ikan pelagis kecil dan sebanyak 38
unit alat tangkap setingkat pancing untuk menangkap ikan demersal.

Sementara itu data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi
(2004) menunjukan bahwa jumlah alat tangkap Payang adalah sebanyak 120 unit,
pancing ulur sebanyak 119 unit dan pancing lainnya sebanyak 647 unit. Dengan

demikian apabila hal ini tidak secepatnya ditanggulangi maka dikhawatirkan akan



menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih besar di perairan Teluk
Palabuhanratu. Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi
(2005) sampai saat ini masih sering terjadi konflik antara nelayan bagan dengan
nelayan payang dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hal ini disebabkan
oleh semakin menipisnya hasil tangkapan mereka sehingga menurunkan
pendapatan ekonomi para nelayan.

Kusnadi (2002) menyatakan bahwa secara umum keadaan sumberdaya di
suatu kawasan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu pranata-pranata
pengelolaan sumberdaya lokal, konteks sosial budaya, kebijakan negara, variabel-
variabel teknologis, tingkat tekanan pasar dan tekanan penduduk. Keenam faktor
tersebut dapat mempengaruhi secara langsung terhadap keadaan sumberdaya atau
tidak langsung dengan diperantarai oleh pranata-pranata lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut timbul dua pertanyaan, yaitu pertama
bagaimana peran lembaga yang ada di Palabuhanratu dalam pengelolaan
sumberdaya ikan sehingga terjadi degradasi sumberdaya ikan. Kedua, bagaimana
peran kelembagaan dalam mengatasi konflik perebutan sumberdaya ikan antar

nelayan di Teluk Palabuhanratu.

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah :

1.  Mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga yang ada di Teluk
Palabuhanratu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;

2. Menganalisis tatanan kelembagaan tersebut dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan;

3. Menganalisis secara ekonomi sistem kelembagaan dalam pengelolaan
sumberdaya ikan Teluk Palabuhanratu;

4. Mendesain kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Teluk

Palabuhanratu.

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran

secara akademis yang lebih komprehensif untuk memahami sistem kelembagaan



yang baik untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya
perikanan di wilayah teluk, khususnya di Teluk Palabuhanratu. Output dari
penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai
pentingnya sistem kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan di wilayah Teluk Palabuhanratu.

Pada level pragmatis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten
Sukabumi serta pemerintah pusat khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan
(DKP) untuk dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan
pesisir dan masyarakat pesisir terutama dalam pengembangan desa-desa nelayan
serta pengentasan kemiskinan nelayan. Dengan demikian kebijakan yang
dilahirkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan taraf
hidup masyarakat pesisir terutama nelayan tradisonal dan keberlanjutan

sumberdaya perikanan di Kabupaten Sukabumi.



TINJAUAN PUSTAKA

Perikanan Sebagai Sebuah Sistem

Satu hal yang banyak menimbulkan salah persepsi di kalangan publik
bahkan dari kalangan akademisi adalah bahwa perikanan dan kelautan dianggap
sebagai komoditas semata. Hal ini tidak terlepas dari pandangan klasik tentang
struktur produksi ekonomi yang menempatkan perikanan, pertanian, kehutanan,
dan peternakan sebagai primary sector yang berkonotasi pada produksi
“komoditas” belaka. Padahal sejarah membuktikan bahwa perikanan merupakan
kegiatan ekonomi yang memiliki banyak keterkaitan langsung (direct inter-
linkages) antar faktor penyusunnya yaitu ekosistem, ekonomi, dan komunitas
serta institusi yang terkait dengannya. Keempat dimensi dengan segenap
dinamikanya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam semua pembicaraan tentang
perikanan dan kelautan (Hanna 1999 dalam Adrianto 2005).

Charles (2001) dalam Adrianto (2005) menguraikan pentingnya pendekatan
sistem bagi pengelolaan sumberdaya ikan. Hall and Day (1977) menganggap
bahwa : “any phenomenon, either structural or functional, having at least two
separable components and some interactions between these components” dapat
dianggap sebagai sebuah sistem. Dalam konteks ini, perikanan, by nature, adalah
sebuah sistem karena banyak faktor dan fenomena yang terkait secara bersama-

sama dan saling bergantung (inter-dependencies) di dalamnya (Gambar 1).
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Gambar 1. Perikanan Sebagai Sebuah Sistem (Charles 2001)



Charles (2001) menegaskan bahwa sistem perikanan merupakan sebuah
kesatuan dari 3 komponen utama yaitu (1) sistem alam (ratural system) yang
mencakup ekosistem, ikan dan lingkungan biofisik; (2) sistem manusia (human
system) yang terdiri dari unsur nelayan atau petani ikan, pelaku pasar dan
konsumen, rumah tangga perikanan dan komunitas pesisir serta lingkungan sosial,
ekonomi dan budaya yang terkait dengan sistem ini; (3) sistem pengelolaan
perikanan (fishery management system) yang mencakup unsur-unsur kebijakan
dan perencanaan perikanan, pembangunan perikanan, rejim pengelolaan
perikanan, dan riset perikanan. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa
sistem perikanan adalah sistem yang kompleks. Dengan menggunakan perspektif
informal, sistem dikatakan kompleks apabila struktur dan fungsi dari sistem
tersebut tidak diketahui dengan baik sebagaimana terjadi untuk sistem perikanan.
Selain itu, definisi kompleks adalah apabila sistem tersebut memiliki sejumlah
unsur yang terkait satu sama lain secara dinamik maupun statis. Semakin banyak
jumlah unsur dalam struktur sebuah sistem maka semakin kompleks sistem
tersebut (Charles 2001 dalam Adrianto 2005).

Common Pool Resource

Kegagalan pasar (market failure) akan terjadi dalam alokasi sumberdaya
pada saat hak-hak pemilikan yang melekat kepada sumberdaya tertentu tidak
terdefinisikan secara lengkap atau tidak memiliki salah satu dari keempat
komponen hak kepemilikan. Sumberdaya yang tidak memiliki satupun dari
keempat komponen hak-hak pemilikan disebut sebagai sumberdaya bersama
(common pool resources). Sumberdaya bersama adalah sumberdaya yang tidak
dimiliki atau diawasi secara eksklusif oleh satu orang pemilik atau satu kelompok
pemilik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatannya tidak
memiliki kendali dan tanggungjawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek
sumberdaya tersebut, sehingga tidak memiliki insentif untuk membuat keputusan
investasi dan alokasi sumberdaya yang efisien. Karena sumberdaya bersama ini
tidak dikuasai oleh perorangan atau agen ekonomi tertentu, maka akses terhadap
sumberdaya ini tidak dibatasi sehingga mendorong terjadinya eksploitasi yang

berlebihan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumberdaya
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bersama ini cenderung menguntungkan siapa yang duluan dan mengeruk terus-
menerus manfaat (keuntungan) yang bisa diperoleh dengan mengabaikan pihak
lain dan efek yang ditimbulkannya. Tidaklah terlalu sukar untuk mencari contoh-
contoh sumberdaya bersama ini, seperti misalnya sumberdaya ikan, hutan, irigasi
dan padang penggembalaan (Dharmawan dan Daryanto 2002).

Masalah yang timbul sehubungan dengan sumberdaya bersama adalah
adanya pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa (a) “milik semua orang itu
berarti bukan milik siapa-siapa (everyone’s property is no one’s property and no
one’s property is every one property)”, (b) “dapatkan sumberdaya itu selagi masih
dalam keadaan baik”, dan (c) “mengapa kita harus menghemat penggunaan
sumberdaya sedangkan orang lain menghabiskannya”?. Pertanyaan-pertanyaan
semacam ini cenderung menyebabkan penggunaan sumberdaya bersama secara
berlebih-lebihan atau menghabiskan sumberdaya secara cepat bahkan
menghancurkan sumberdaya alam yang dapat diperbarui sekalipun (Dharmawan
dan Daryanto 2002).

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasikan
faktor-faktor produksi secara efisien adalah adanya apa yang disebut sebagai
dampak sampingan (third party’s effect) atau eksternalitas. Eksternalitas timbul
karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh
terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang
menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak
tersebut. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus
sumberdaya bersama adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1986) yang
dikenal dengan istilah tragedi kebersamaan (the Tragedy of the Commons). Dalam
kasus sumberdaya ikan sebagai sumberdaya bersama, hak pemilikan tidak dapat
diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok
masyarakat. Oleh karena manfaat sumberdaya ikan tidak hanya dirasakan satu
individu saja, maka tidak seorang pun yang dapat menjual hak kepemilikannya.
Dalam hal seperti ini, maka tidak ada pasar untuk sumberdaya ikan tersebut. Oleh
karena setiap orang dapat memanfaatkan sumberdaya ikan, maka setiap orang
akan cenderung untuk menggunakan sungai atau laut bebas secara berlebih-

lebihan (over used, over exploited) (Dharmawan dan Daryanto 2002).
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Dengan adanya pengambilan bebas atas sumberdaya bersama ini jelas tidak
akan memberikan insentif untuk mempraktikkan penangkapan ikan secara
selektif, pengembangbiakan buatan, yang dampaknya bersifat jangka panjang
terhadap populasi ikan. Dalam hal pemilikan bersama, apabila seseorang yang
merasakan manfaat untuk mengembangbiakan populasi ikan, berarti orang lain
juga akan menerima manfaat tanpa harus ikut menanggung biayanya yang disebut
dengan free riders (pengguna bebas). Dalam literatur ekonomi, pengguna bebas
adalah suatu sikap yang tidak menyatakan dengan sebenarnya manfaat suatu
barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat memanfaatkan barang tersebut
tanpa harus membayarnya atau tanpa ikut menanggung biaya pengadaan barang
atau jasa tersebut. Bagi setiap individu sikap untuk menjadi free rider merupakan
tindakan yang rasional, akan tetapi apabila semua orang bertindak sebagai frre
riders maka semua orang akan rugi. Tragedi kebersamaan, seperti yang diuraikan
di atas, timbul karena pengguna atau kelompok pengguna tidak mau bekerjasama,
dan hanya mengejar kepentingan pribadi (Dharmawan dan Daryanto 2002).

Dalam kasus tragedi kebersamaan dalam sektor perikanan seperti yang
didiskusikan di atas, maka pemerintah harus melakukan pengaturan atas
penggunaaan sumberdaya ikan. Jadi peranan pemerintah adalah mengalokasikan
penggunaan sumberdaya bersama agar tercapai kepuasan bersama yang optimal
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Adanya kegagalan pasar (market failure) merupakan salah satu sebab
mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraaan
masyarakat dapat tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya
campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah (government
failures). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena adanya tarikan
kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong
efisiensi dan berwawasan lingkungan. Kelompok tertentu ini memanfaatkan
pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik
melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Faktor-faktor lain yang mengakibatkan

adanya kegagalan pemerintah adalah: (a) informasi yang terbatas, pengawasan
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yang terbatas, kemampuan implementasi yang rendah, hambatan dalam proses
politik, dan rendahnya motivasi (Dharmawan dan Daryanto 2002).

Banyak pihak yang meyakini bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan yang
bersifat bersama (common property resources) mengarah kepada eksploitasi yang
berlebihan, cenderung menghabiskan sumberdaya alam secara cepat dan dapat
menjadikan biaya penangkapan semakin mahal. Keyakinan adanya terjadinya
tindakan deplisi seperti ini dilandasi olenh Teori Hardin tentang tragedi
kebersamaan, seperti yang dijelaskan di atas. Teori ini menyatakan bahwa adanya
kebebasan dalam mengakses sumberdaya milik bersama akan menghancurkan
atau merugikan semuanya (freedom of the commons brings ruin to all). Teori ini
dilandasi oleh asumsi bahwa ketika sumberdaya terbatas jumlahnya dan dimiliki
bersama, setiap individu mempunyai rasionalitas untuk memanfaatkannya secara
berlebihan, walaupun pemanfaatan semacam ini pada akhirnya merugikan semua
pihak. Solusi terhadap masalah tregedi bersama ini adalah privatisasi sumberdaya
milik bersama atau dipertahankan sifatnya sebagai sumberdaya milik bersama,
hanya saja hak-hak penggunaannya diatur melalui kebijaksanaaan privatisasi atau
pengawasan pemerintah (Dharmawan dan Daryanto 2002).

Berkes et.al (1989) tidak setuju dengan model Hardin berargumen bahwa
teori Hardin tidak cocok menjelaskan setidaknya empat kriteria. Pertama, dengan
menyamakan common property dengan open acces, ia mengatakan bahwa hak
milik tidak ada. Kedua, teori itu mengasumsikan bahwa kepentingan individu
tidak dibatasi oleh pengaturan institusi yang ada. Ketiga, pengguna atau pemakai
sumberdaya alam tidak dapat bekerjasama untuk kepentingan bersama mereka.
Dan, keempat, solusi yang ditawarkan model Hardin ini terlalu terbatas. Dalam
kasus ini, privatisasi atau kontrol pemerintah bukan satu-satunya pilihan kebijakan
yang tersedia.

Berkes et.al (1989) dan Feeny et.al (1990) menyatakan bahwa common
proerty resource mengandung dua karakteristik penting yakni (a) excludability
atau kontrol terhadap akses oleh pemakai potensial (potential users) nampaknya
tidak dimungkinkan; (b) subtractability, yaitu pemakai dapat mengurangi

kesejahteraan orang lain.
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Konsep Transaksi

Williamson (1985) menyatakan bahwa suatu transaksi terjadi manakala
suatu jasa atau kebaikan ditransfer melalui teknologi penghubung yang dapat
dipisah-pisah. Furubotn (1998) menyatakan bahwa menurut penafsiran ini, istilah
transaksi hanya terbatas ke situasi di mana sumberdaya benar-benar ditransfer di
dalam pengertian penyerahan fisik. Penyerahan seperti itu boleh terjadi di dalam
perusahaan atau diluar perusahaan.

Gagasan dasar dari transaksi dalam perusahaan diuraikan oleh Smith (1776)
melalui contoh pembuatan pin/lencana. la mencatat bahwa pekerjaan dari
pembuat pin/lencana adalah dibagi menjadi sejumlah operasi. Dalam contoh
tersebut telah jelas bahwa “ transaksi” berlangsung setiap kali suatu pin berpindah
tangan di dalam pabrik.

Objek perhatian dalam analisa ekonomi kelembagaan adalah tidak hanya
transaksi ekonomi tetapi juga yang lainnya, yaitu tindakan sosial (Weber 1968).
Tindakan sosial diperlukan untuk menetapkan, memelihara, atau merubah
hubungan sosial. Dalam hal ini, transaksi ekonomi adalah semacam transaksi
sosial atau tindakan sosial yang penting bagi pemeliharaan dan formasi dari

kerangka kelembagaan di mana kegiatan ekonomi terjadi.

Konsep Biaya Transaksi (Transaction Costs)

Furubotn & Richter (2000) menyatakan bahwa biaya transaksi adalah
ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan biaya
melakukan hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan (managerial
transaction costs). Disamping itu, ada juga rangkaian biaya yang diasosiasikan
untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan
(political transaction costs). Untuk masing-masing tiga jenis biaya transaksi
tersebut dapat dibedakan menurut dua tipe, yaitu (1) biaya transaksi tetap (fixed
transaction cost), Yyaitu investasi spesifik yang dibuat dalam menyusun
kesepakatan kelembagaan (institutional arrangements); dan (2) biaya transaksi
variabel (variable transaction cost) , yaitu biaya yang tergantung pada jumlah

atau volume transaksi.
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Yustika (2006) menyatakan bahwa pada poin ini, sifat dari biaya transaksi
sama dengan ongkos produksi. Pada keduannya mengenal konsep biaya tetap dan
biaya variabel. Akan tetapi, dalam identifikasi yang mendalam, tentu
membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam biaya transaksi tidak semudah

apabila membandingkannya dalam biaya produksi..

Biaya Transaksi Pasar (Market Transaction Costs)
Furubotn & Richter (2000) menyatakan ada tiga tipe biaya transaksi pasar,
yaitu :
- Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit dapat diartikan sebagai
biaya untuk pencarian dan informasi)>.

- Biaya untuk mengeksekusi kontrak (biaya negosiasi dan pengambilan

keputusan)®-
- Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang

dalam kontrak (enforcing the contractual obligations)’.

Biaya Transaksi Manajerial (Managerial Transaction costs)
Furubotn & Richter (2000) menyatakan ada dua tipe biaya transaksi
manajerial, yaitu :
- Biaya penyusunan (setting up), pemeliharaan, atau perubahan desain
organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang

lebih luas®, yang biasanya secara tipikal masuk dalam fixed transaction cost;

2 Yustika (2006) menyatakan bahwa biaya ini dapat muncul karena individu/perusahaan membuat
pengeluaran secara langsung (misalnya untuk iklan, mengunjungi pelanggan yang prospektif dan
sebagainya), atau biaya yang muncul secara tidak langsung melalui kreasi pasar yang
terkoordinasi. Juga termasuk dalam kategori ini adalah biaya komunikasi diantara pihak-pihak
yang dianggap prospektif untuk melakukan pertukaran.

® Yustika (2006) menyatakan bahwa biaya-biaya yang masuk dalam kategori ini berhubungan
dengan pengeluaran yang harus dibuat ketika kontrak yang ditulis dan pihak-pihak yang
berkepentingan harus menawarkan dan bernegosiasi tentang penetapan biaya ini. Biaya keputusan
meliputi biaya pengumpulan informasi, kompensasi yang dibayar kepada penasehat (advisor),
biaya untuk menyepakati keputusan di dalam kelompok dan sebagainya.

* Yustika (2006) menyatakan bahwa biaya-biaya ini muncul karena kebutuhan untuk mengawasi
waktu pengiriman yang disetujui, mengukur kualitas dan jumlah produk dan sebagainya.

® Yustika (2006) menyatakan bahwa yang termasuk biaya ini adalah biaya manajemen personal,
investasi teknologi informasi, mempertahankan terhadap proses pengambilalihan, hubungan
masyarakat dan lobi.
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- Biaya menjalankan organisasi, yang kemudian dapat dipilah menjadi dua
subkategori, yaitu (a) biaya informasi®; dan (b) biaya yang diasosiasikan

dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah’.

Biaya Transaksi Politik (Political Transaction Cost)

Furubotn & Richter (2000) menyatakan bahwa biaya ini berhubungan
dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiasikan dengan aspek
politik. Secara umum, biaya transaksi ini adalah biaya penawaran barang publik
yang dilakukan melalui tindakan kolektif (collective action), dan dapat dianggap
sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial.

Secara khusus biaya ini meliputi :

A Biaya penyusunan, pemeliharaan dan perubahan organisasi politik formal
dan informal®;
A Biaya untuk menjalankan politik . Biaya ini adalah pengeluaran masa

sekarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan “tugas kekuasaan™®.

Biaya Transaksi dalam Ko-Manajemen Perikanan

Abdullah et.al (1998) mengelompokkan biaya transaksi dalam ko-
manajemen perikanan menjadi tiga kategori, yaitu (i) biaya informasi, (ii) biaya
pengambilan keputusan bersama, dan (iii) biaya operasional. Kategori pertama
dan kedua merupakan biaya transaksi sebelum kegiatan kontrak (ex ante
transaction cost) sedangkan kategori ketiga merupakan biaya transaksi sesudah
kegiatan konrak (ex post transaction cost).

Masing-masing kategori memiliki beberapa turunan aktivitas yang
memungkinkan terdapatnya biaya transaksi. Pertama, biaya informasi
mencangkup beberapa aktivitas, yaitu (a) upaya untuk mencari dan memperoleh

pengetahuan tentang sumberdaya, (b) memperoleh dan menggunakan informasi,

® Yustika (2006) menyatakan bahwa yang termasuk dalam biaya ini adalah biaya untuk membuat
keputusan, pengawasan pelaksanaan pesanan, pengukuran kinerja pekerja, biaya agensi, biaya
manajemen informasi dan sebagainya.

" Contohnya adalah biaya waktu menganggur dalam menangani produk setengah jadi dan biaya
transpor di dalam perusahaan. Yustika (2006).

® Termasuk disini adalah biaya yang berhubungan dengan pengembangan kerangka umum,
struktur administrasi, militer, sistem pendidikan dan pengadilan. Yustika (2006).

® Termasuk dalam biaya ini adalah pengeluaran sekarang untuk legislasi, pertahanan, administrasi
pengadilan dan pendidikan.
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dan (c) biaya penyusunan strategi dan free riding. Kedua, biaya pengambilan

keputusan bersama mencangkup beberapa aktivitas, yaitu (a) menghadapi

permasalahan di bidang perikanan, (b) keikutsertaan dalam pertemuan atau rapat,

(c) membuat kebijakan atau aturan, (d) menyampaikan hasil keputusan, dan (e)

melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di tingkat lokal dan pusat.
Ketiga, sementara biaya operasional bersama dalam ko-manajemen

perikanan dijabarkan lagi menjadi tiga kelompok biaya, masing-masing kelompok
mencangkup beberapa kegiatan. Ketiga kelompok biaya tersebut adalah :

1) Biaya pemantauan, penegakan dan pengendalian terdiri dari pemantauan
aturan-aturan perikanan, pengelolaan laporan hasil tangkapan, pemantauan
lokasi penangkapan, pemantauan input untuk kegiatan penangkapan,
manajemen atau resolusi konflik, serta pemberian sanksi terhadap setiap
pelanggaran;

2) Biaya mempertahankan kondisi sumberdaya terdiri dari perlindungan
terhadap hak-hak penangkapan, peningkatan stok sumberdaya, dan evaluasi
terhadap kondisi sumberdaya;

3) Biaya distribusi sumberdaya terdiri dari distribusi hak penangkapan, dan
biaya kelembagaan atau keikutsertaan.

Secara lengkap jabaran biaya transaksi dalam pengelolaan sumberdaya ikan dapat

dilihat pada Gambar 2.

Transaction cost in Fisheries Co-Management

. Collective Fisheries Decision- . .
Information Cost . Collective Operatioal Cost
Making Costs
* Knowledge of the resource * Dealing with Fisheries Problem
* Searching. acquisition and * Participating in Meetings
organizing informatioan * Making Policies (rules)

* Strategic and free riding cost  * Communicating Decision
* Coordinating with Local and Central Authorities

v ! '
Menitorin;
g Resource Resource
Enforcement & . Lo
N Maintenance Cost Distribution Cost
Compliance Cost

* Monitoring Fisheries Rules * Fishing Rights Protection * Fishing Right Distribution
* Catch Record Management * Stock Enhancement * [nstitutional or Participatory Cost
* Monitoring Fishing Area * Resource Evaluation

* Fishing Inputs

* Conflict Management
Resolution

* Sanctions for Rules Violation

Gambar 2. Skema Biaya Transaksi dalam Ko-manajemen Perikanan (Abdullah
et.al 1998)
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Cost Effectiveness Analysis (CEA)

Cost effectiveness analsis (CEA) adalah suatu teknik untuk memilih
berbagai pilihan strategi dengan keterbatasan sumberdaya. Partowidagdo (1999)
menyatakan bahwa CEA digunakan apabila sulit untuk memberikan nilai uang
pada manfaat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tarigan (2006) yang
menyatakan bahwa CEA umumnya digunakan untuk mengevaluasi kegiatan-
kegiatan proyek pemerintah yang data manfaatnya sulit untuk dihitung atau
proyek tersebut merupakan kebijakan pemerintah (keputusan politik) yang harus
dilaksanakan. Misalnya kebijakan pemerintah adalah  penanggulangan
kemiskinan, pemenuhan gizi balita, pemberdayaan perempuan, pemerataan
pendapatan/pembangunan, sosialisasi peraturan pemerintah dan penyuuhan
hukum.

Tarigan (2006) menyatakan bahwa dalam cost effectiveness analsis (CEA)
terlebih dahulu harus ditetapkan target yang ingin dicapai, kemudian dicari
berbagai alternatif yang mampu mencapai target tersebut. Dari alternatif yang
tersedia, dipilin yang memerlukan biaya terendah. Lebih lanjut Tarigan (2006)
menyatakan bahwa untuk mengukur apakah suatu proyek benar-benar
memberikan dampak (berguna), dapat dibandingkan kondisi/sikap masyarakat

antara sebelum dan sesudah proyek.

Teori Kelembagaan

Keyakinan bahwa kelembagaan (institutions) dapat menjadi sumber
efisiensi dan kemajuan ekonomi telah diterima oleh sebagian besar ekonom,
bahkan yang paling liberal sekalipun. Hanya saja, sampai saat ini masih belum
terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagaan (Y ustika 2006).

Veblen (1934) memusatkan perhatiannya pada dikotomi antara bisnis dan
aspek industrial dalam perekonomian, yang selanjutnya fokus kajiannya
mengembangkan dikotomi antara kelembagaan dan teknologi. Dalam penjelasan
yang lebih mendalam, Veblen memfokuskan kepada investigasi efek teknologi
baru terhadap skema kelembagaan, serta mendeskripsikan bagaimana
kesepakatan-kesepakatan sosial (social conventions) dan kelompok kepentingan

(vested interest) dimapankan untuk menolak perubahan.
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Commons (1931) lebih berkonsentrasi kepada hukum, hak kepemilikan
(property rights), dan organisasi yang memiliki implikasi terhadap kekuatan
ekonomi, transaksi ekonomi, dan distribusi pendapatan. Di sini, kelembagaan
dilihat sebagai pencapaian dari proses formal dan informal dari resolusi konflik.

Ostrom (1985) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan dan rambu-
rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok
masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling
tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat
ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu aturan operasional untuk pengaturan
pemanfaatan sumberdaya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum
atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur
hubungan kewenangan organisasi.

Williamson (1985) menyatakan bahwa kelembagaan mencakup penataan
institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi.
Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang
mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi.
Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau
pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan
utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Williamson 1985).

Bardhan (1989) menyatakan bahwa kelembagaan akan lebih akurat bila
didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari
struktur kerangka kerja interaksi sosial. North (1990) memperdalam lagi tentang
definisi kelembagaan, menurut North kelembagaan merupakan aturan main di
dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi,
sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode
etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari
organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan
organisasi adalah pemainnya.

Manig (1991) mencatat bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan
norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma tersebut bukanlah kelembagaan
itu sendiri. Sementara itu, Rutherford (1994) menyatakan bahwa kelembagaan

dapat dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh
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anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang

khusus, baik yang diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar. Pada

tahun yang sama, North (1994) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan
yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur
interaksi politik, ekonomi dan sosial.

Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen,
yakni :

1. Aturan formal (formal institutions), meliputi konstitusi, statuta, hukum dan
seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem
politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak
kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumberdaya, kontrak), dan sistem
keamanan (peradilan, polisi)

2. Aturan informal (informal institutions), meliputi pengalaman, nilai-nilai
tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi
subjektif individu tentang dunia tempat hidup mereka; dan

3. Mekanisme penegakan (enforcement mechanism), semua kelembagaan
tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme
penegakan™.

Tiga Lapisan Kelembagaan

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli terlihat
bahwa sebenarnya definisi kelembagaan tergantung darimana orang melihatnya,
makro atau mikro. Dari sekian banyak pembatasan tentang kelembagaan, minimal
ada tiga lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik, yaitu
kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, kelembagaan sebagai aturan

main dan kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan (Deliarnov 2006).

Kelembagaan Sebagai Norma-Norma dan Konvensi
Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi ini lebih diartikan sebagai

aransemen berdasarkan konsesus atau pola tingkah laku dan norma yang

% Dj sini harus dibedakan secara tegas antara kelembagaan dan organisasi. Jika kelembagaan
adalah seperangkat aturan, regulasi dan mekanisme penegakan, maka organisasi adalah individu
atau kelompok yang berkumpul bersama untuk mencapai sebuah tujuan.
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disepakati bersama. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakan
oleh keluarga, masyarakat, adat dan sebagainya (Deliarnov 2006).

Hampir semua aktivitas manusia memerlukan konvensi-konvensi
pengaturan yang memfasilitasi proses-proses sosial, dan begitu juga dalam setiap
seting masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk
membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti, proses-
proses sosial bisa berjalan baik. Namun jika dilanggar maka yang akan timbul

hanya kekacauan dalam masyarakat (Deliarnov 2006).

Kelembagaan Sebagai Aturan Main

Bogason (2000) mengemukakan beberapa ciri umum kelembagaan, antara
lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi di antara para aktor,
adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk
berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati/ditetapkan.

Kelembagaan dilihat sebagai aturan main yang memberi naungan dan sanksi
terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok dalam menentukan
pilihannya. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan pendapat Commons (1934) yang
mendefinisikan kelembagaan sebagai : “...collective action in restraint,
liberation, and of individual action”.

Bogason (2000) menyatakan ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi
kolektif dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung
mempengaruhi aksi nyata. Dalam hal ini biasanya ada standar atau rules of
conduct. Pada level aksi kolektif, kita mendefinisikan aturan untuk aksi pada
masa-masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga
disebut kebijakan. Terakhir, pada level konstitusi kita mendiskusikan prinsip-
prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti
prinsip-prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis
secara formal dan dikodifikasi. Walaupun konstitusi bukan harga mati, biasanya
lebih sulit berubah.

Bromley (1989) menyatakan bahwa institusi sebagai aturan main biasanya
lebih formal (ditegakkan oleh aparat pemerintah) dan bersifat tertulis. Namun, ada

juga kelembagaan yang tidak tertulis secara formal atau tidak dikodifikasi. Yang
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paling dibutuhkan hanya seperangkat istilah yang membatasi sebuah struktur bagi
interaksi manusia dan pemahaman bersama tentang alat-alat untuk menyelesaikan

konflik di dalam struktur tersebut.

Kelembagaan Sebagai Pengaturan Hubungan Kepemilikan

Sebagai pengatur hubungan kepemilikan, kelembagaan dianggap sebagai
aransemen sosial yang mengatur : (1) individu atau kelompok pemilik, (2) objek
nilai bagi pemilik dan orang lain, serta (3) orang dan pihak lain yang terlibat
dalam suatu kepemilikan (Deliarnov 2006).

Alchian (1993) menyatakan bahwa ada tiga elemen utama hak kepemilikan,
yaitu (1) hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumberdaya, (2) hak
untuk menerima jasa-jasa atau menfaat dari sumberdaya yang dimiliki, dan (3)
hak untuk menukarkan sumberdaya yang dimiliki sesuai persyaratan yang
disepakati. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa siapa yang memiliki suatu
sumberdaya, ia yang berhak mengontrol penggunaan sumberdaya tersebut.
Hingga batas-batas tertentu hal ini dapat dibenarkan. Begitupun, seseorang tidak
bebas berbuat sesuka hatinya atas barang yang dimilikinya, sebab bagaimana ia

memperlakukan dan menggunakan sumberdaya tersebut dinilai oleh masyarakat.

Kelembagaan dalam Perikanan

Jentoft (2004) menyatakan ada tiga pilar kelembagaan (aturan, norma-
norma dan pengetahuan) dalam manajemen perikanan, yaitu pertama pilar
kebijakan (the regulative pillar). Kelembagaan dalam manajemen perikanan
mengatur tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh para pelaku perikanan,
misalnya tentang kuota penangkapan dan alat tangkap yang haru digunakan.

Kedua, pilar normatif (the normative pillar). Kapan aturan dapat
dilaksanakan secara baik, para pelaksana kebijakan tidak boleh putus asa dalam
mengimplementasikanya. Dalam mengimplementasikan suatu aturan perikanan
tidaklah hanya memperhitungkan resiko pada pihak yang mencari ikan, seperti
dibantah dari suatu perspektif yang masuk akal. Hal tersebut terait dengan moral.

Ketiga, pilar kognitif (the cognitive pillar). Para nelayan kadang-kadang tidak
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menyadari aturan perikanan, karena mereka belum mengetahuinya. Aturan

perikanan yang ada adalah sangat dinamis dan komplek.

Hak Kepemilikan Sumberdaya

Dalam literatur ekonomi sumberdaya, istilah hak pemilikan (property right)
didefinisikan sebagai serangkaian hak yang menggambarkan tentang hak milik
(owner”’s right), keistimewaan (privileges) dan pembatasan-pembatasan dalam
penggunaan sumberdaya tersebut (Tietenberg 1992).

Charles (2001) mengkalisifikasikan property right menjadi dua bagian yaitu
property right regim dan types of right. Sementara itu property right regim terdiri
dari non property, state property, common property dan private property. Secara
lengkap klasifikasi property right tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3.

Hak
Kepemilikan
h 4 h 4
Rezim Hak Tipe Hak
Kepemilikan Kepemilikan
Akses Hak
terbuka | ¥ ] Pengalihan
Negara  [€— —»| Hak Ekslusif
Masyarakat (¢ ) Hak
Pengelolaan
Swasta  |e— | Hak
Pemanfaatan
Individu |« » Perusahaan —» Hak Akses

Gambar 3. Klasifikasi Hak Kepemilikan (Property Rights) ( Charles 2001)

Sementara itu, menurut Hanna et al. (1996) terdapat 4 tipe hak kepemilikan
dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam, yaitu: (1) hak kepemilikan pribadi

(private property regime); (2) hak milik bersama (common property regime); (3)
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hak milik negara (state property regime); dan (4) tanpa hak milik (open acces
regime). Karakteristik dari masing-masing tipe rezim tersebut berdasarkan unit
pemegang hak kepemilikan, dan hak pemilik, serta tugas-tugas pemilik

sebagaimana diungkapkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipe hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan

pemilik, hak dan tugas-tugasnya

Tipe Pemilik Hak Pemilik Kewajiban Pemilik
A Hak milik Individu Penggunaan SDI Penghindaran
pribadi secara sosial pengunaan secara
diterima; kendali sosial tidak dapat
akses diterima
A Hak bersama Kolektif Pengaturan Pemeliharaan;
bukan pemilik menghambat
tingkat penggunaan
A Hak negara Warga Menentukan aturan Memelihara tujuan
negara sosial
A Tidak ada hak Tidak Menangkap Tidak ada
milik ada

Sumber : Hanna et al. (1996)

Sementara itu Ostrom and Schlager (1996) mengelompokan setiap individu
atau kelompok berdasarkan kepada hak-hak kepemilikan terhadap sumberdaya
alam menjadi lima kelompok, yaitu (Tabel 2) :

1)  Owner, yaitu individu atau kelompok yang memiliki hak akses (access
right), hak pemanfaatan (withdrawal right), hak manajemen (management
right), hak untuk mengatur tingkat operasional hak akses (exclusion right)
dan hak untuk menjual atau menyewa semua atau bagian kolektif dari
sumberdaya (alienation right);

2)  Proprietor, yaitu individu atau kelompok yang memiliki hak akses (access
right), hak pemanfaatan (withdrawal right), hak manajemen (management
right) dan hak untuk mengatur tingkat operasional hak akses (exclusion
right);

3)  Claimant, yaitu individu atau kelompok yang memiliki hak akses (access
right), hak pemanfaatan (withdrawal right) dan hak manajemen

(management right);
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4)  Authorized user, yaitu individu atau kelompok yang hanya memiliki hak
akses (access right) dan hak pemanfaatan (withdrawal right);
5)  Authorized entrant, yaitu individu atau kelompok yang hanya memiliki hak

akses (access right) saja tanpa melikiki hak-hak yang lainnya.

Tabel 2. Pengelompokan individu atau kelompok berdasarkan pada hak-hak
terhadap sumberdaya alam

Property Right ~ Owner Proprietor Claimant Authorized —Authorized

Types user entrant
Access right v v v v v
Withdrawal right v v v v
Management v v v
right
Exclusion right v v
Alienation right \

Sumber: Ostrom and Schlager (1996)

Saad (2003) mengemukakan sebuah contoh pengalihan status hak atas
sumberdaya alam, dan mengenai mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang
diserahkan oleh negara tersebut kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti
yang terjadi di Benggala Barat (India) dalam bentuk growing associations.
Dengan cara melalui sistem pengalihan ini, sekelompok petani tak bertanah atau
marginal diberikan petak-petak tanah untuk perkebunan. Meskipun tanah berada
di bawah kekuasaan petani, tidak berarti hak milik atas tanah juga beralih
kepadanya. Rezim hak penguasaan atas sumberdaya alam (lahan) tetap di tangan
negara (state property regime). Sedangkan petani hanya mempunyai hak garap
atau hak milik atas hasil dari tanah tersebut.

Selanjutnya mengenai rezim milik swasta (private property regime), secara
umum sudah diakui bahwa hak milik swasta merupakan rezim yang paling jelas
di atas rezim-rezim lainnya. Rezim milik swasta tersebut meliputi hak milik
individu (individual property) dan hak milik perusahaan (coorporate property).
Secara yuridis dan sosiologis, hak milik swasta memungkinkan untuk
memanfaatkan sumberdaya alam dengan tidak melibatkan orang lain. Bahkan,
dalam upaya pemanfaatan tersebut subjek hak milik swasta dapat mengusir orang

lain. Tietenberg (1992) berpandangan bahwa hak milik swasta memiliki
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karakteristik yang sangat memadai untuk mengelola sumberdaya alam yang
optimal secara ekonomis dan ekologis.

Namun, menurut Bromley (1988) terdapat dua fenomena yang harus
dijawab oleh penganut pandangan tersebut. Pertama, banyak perampasan-
perampasan sumberdaya alam (lahan) terjadi di berbagai belahan dunia bukan
sebagai akibat kelangkaan persediaan tanah secara fisik, tetapi karena terjadinya
konsentrasi pemilikan lahan di tangan individu-individu dari keluarga yang kuat
(private property right). Bahkan, fenomena seperti ini terjadi di sebagian besar
negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin. Sedangkan kedua, hak milik
swasta seringkali mengarah pada apa yang disebut highest and best use of land -
sebagian besar tanah subur menjadi padang pengembalaan, sementara tanaman
pangan berada di tanah kurus- merupakan contoh mengenai hal ini. Dengan latar
belakang ini, tanah terbaik telah diswastakan, sedangkan tanah yang terburuk
dibiarkan menjadi public domain. Dalam pandangan Bromley (1990), yang
termasuk kategori public domain adalah state property, common property (res
communis) dan open access (res nulius).

Bromley (1991) memberikan catatan komentar antara pengertian common
property dengan open access. Common property, menurut Bromley esensinya
adalah hak milik swasta dalam kelompok, dan kelompok yang menentukan siapa
yang tidak diperkenankan mengambil manfaat dari sumberdaya alam “milik
bersama”. Sementara itu, open access diartikan sebagai suatu situasi sumberdaya
alam tanpa hak milik (no property right). Situasi tersebut muncul karena tidak
adanya atau gagalnya sistem pengelolaan dan wewenang yang bertujuan
menerapkan norma dan kaidah tingkah laku yang berhubungan dengan
sumberdaya alam. Dengan Kkata lain, rezim tanpa milik (open access) sumberdaya
muncul akibat gagalnya ketiga rezim sebelumnya untuk membawa misi
kesejahteraan bersama.

Dalam bidang perikanan kemudian muncul pendapat kelembagaan alternatif
yang ketiga tentang bentuk dan subjek hak penggunaan wilayah perikanan
(HPWP) sebagaimana dikemukakan oleh Christy dan Scott (1986). Saad (2003)
mengemukakan bahwa Christy dan Scott (1986) yang pertama Kkali
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memperkenalkan konsep pengelolaan ferritorial use rights in fisheries (TURF)
disertai penjelasan yang relatif komprehensif.

Hak penggunaan wilayah pada perikanan (Territorial Use Rights in
Fisheries, TURF) diketahui telah ada sejak berabad-abad. Secara tradisional hak-
hak ini timbul karena keadaan tertentu hak-hak tersebut mudah diperoleh dan
dipertahankan (Christy 1987). Charles (2001) mengklasifikasikan hak penggunaan
wilayah pada perikanan sebagai bagian dari hak akses terhadap sumberdaya ikan.
Charles (2001) mengklasifikasikan hak pemanfaatan sumberdaya ikan menjadi
dua bagian besar, yaitu hak akses dan hak menangkap. Sementara itu hak akses
terdiri dari hak penggunaan wilayah perairan (Territorial Use Rights in Fisheries,
TURF) dan hak akses yang terbatas. Secara jelas pengkalisikasian hak

pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilihat pada Gambar 4.

Hak Pemanfaatan
(Use Right)

\
) )

Hak Akses Hak Menangkap
(Access Right) (Harvest Right)

‘
v v v v
Hak Penggunaan Hak Akses Terbatas Hak Usaha/input Hak Menangkap/

Wilayah (Territorial (Limited entry . Output (catch
Right, TURFs) Access right) (effort rights) rights)

Kuota
TangkapanTahunan
(Annual quotas)

Hak lokasi/Waktu
(location rights)

Hak Alat
Tangkap (gear
rights)

Batasan trip (trip
fimits)

Gambar 4. Pengklasifikasian Hak Pemanfaatan dalam Pengelolaan Perikanan
Tangkap (Charles 2001)

Menurut Christy dan Scott (1986), sebagai langkah awal diperlukan
sedikitnya 3 macam hak yang bersifat spesifik dalam sistem pengelolaan
sumberdaya ikan, yakni sebagai berikut:

(1) Hak untuk menghalangi orang lain (the right of exclutions), yaitu hak untuk
membatasi atau menghalangi keikutsertaan dalam wilayah perairan tertentu

yang telah dijadikan objek hak.
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(2) Hak untuk menetapkan jenis dan jumlah penggunaan sumberdaya ikan
dalam wilayah perairan tersebut.

(3) Hak untuk mengambil derma (the right to extract benefits). Derma dapat
diperoleh antara lain, melalui penarikan pungutan laut (sea rent) dari
pemakai sumberdaya ikan dan bisa juga melalui penarikan pajak atau sewa
maupun penjualan dari hak-hak itu.

Di dunia regime pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan (perikanan laut)
yang dominan ditemukan adalah rezim milik bersama (common property rezim)
dan open acces (no property right). Common property rezim dan open acces
sebagai sumber terjadinya tragedi kebersamaan (tragedy of the common). Kondisi
terkurasnya sumberdaya ikan (over exploitation atau over fishing), khususnya di
daerah perikanan tropis, telah dibahas oleh beberapa para ahli, diantaranya seperti
Ostrom (1997), Pomeroy (1994), Christy dan Scott (1986), Panayotou (1985b)
dan para ahli lainnya. Semuanya mengusulkan jalan keluar berupa kontrol atas
akses dan penggunaan sumberdaya ikan perlu dikembangkan (Saad 2003).

Hak-hak kepemilikan pengelolaan sumberdaya ikan atau hak-hak
penggunaan wilayah untuk perikanan (HPWP) yang merupakan terjemahan dari
teritorial use rights in fisheries (TURFs) adalah solusi konkrit yang disarankan
oleh kalangan ahli perikanan, sesudah pengelolaan sumberdaya ikan di bawah
rezim “sumberdaya milik bersama “(common property rezim) dan *“keterbukaan
akses” (open access) terbukti mengalami berbagai kegagalan, baik dalam aspek
keberlanjutan sumberdaya ikan dan juga memunculkan berbagai tipe konflik,
sehingga menimbulkan tragedi kebersamaan (tragedy of the common)
sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Garrett Hardin (1968). Christy dan
Scott (1986) berpendapat satu-satunya yang berakibat positif dari manajemen
perikanan yang berbasis “milik bersama”, adalah dapat menyediakan kesempatan
kerja, ketika alternatif pekerjaan di sektor lain sudah tertutup sama sekali. Namun,
keunggulan ini hanya bersifat jangka pendek, sebab begitu kesempatan kerja di
sektor lain terbuka kembali, mereka akan meninggalkan sektor perikanan tangkap.

Mengenai subyek HPWP, Christy (1986) berpendapat bahwa HPWP dapat
diberikan kepada perorangan, perusahaan swasta, koperasi atau masyarakat.

Selain itu, HPWP dapat pula diberikan kepada cabang-cabang politik, seperti
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suatu kota atau propinsi, pemerintah suatu negara atau kepada perusahaan

multinasional. Adapun tentang jangka waktu HPWP, relatif sukar untuk

ditetapkan secara pasti. Namun, setidaknya harus cukup lama agar memungkinkan
pemilik hak untuk memperoleh pendapatan yang memuaskan atas setiap modal
yang ditanamkan, dan khususnya HPWP yang subjeknya komunitas nelayan

(communal property right), jangka waktunya mungkin tidak dibatasi.

Hak kepemilikan (property right) atau status penguasaan sumberdaya ikan
merupakan salah satu faktor utama yang menentukan alokasi sumberdaya yang
efisien (efficient resource allocation). Bagaimana produsen dan konsumen
menggunakan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan tergantung pada hak
pemilikan yang mengukur sumberdaya ikan tersebut. Menurut Tietenberg (1992),
secara konseptual, struktur hak kepemilikan dalam pengelolaan sumberdaya alam
untuk menghasilkan alokasi yang efisien pada suatu ekonomi pasar yang
berfungsi dengan baik, ia harus memiliki 4 karakteristik penting. Keempat
karakteristik penting dalam struktur kepemilikan sumberdaya alam yang efisien
pandangan kapitalistik tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Universalitas (universality). Semua sumberdaya alam adalah milik pribadi
(privately owned), dan seluruh hak-haknya dirinci dengan lengkap dan jelas.
Spesifikasi yang lengkap dapat memberikan sistem informasi yang
sempurna tentang hak-hak yang melekat pada aspek kepemilikan, batasan-
batasan terhadap hak-hak yang diberikan, dan penalti bagi pelanggaran atas
hak-hak tersebut.

(2) Eksklusivitas (exclusivity). Semua manfaat yang diperoleh dan biaya yang
dikeluarkan sebagai akibat dari pemilikian dan pemanfaatan sumberdaya itu
harus dimiliki oleh pemiliknya saja, baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam transaksi atau penjualan ke pihak lain;

(3) Dapat dipindahtangankan (transferability). Seluruh hak pemilikan itu bisa
dipindahtangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi yang
bebas dan jelas; dan

(4) Terjamin pelaksanaannya (enforceability). Hak pemilikan tersebut harus

aman dari perampasan atau pengambilan secara tidak baik dari pihak lain.
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Kalau keempat komponen diatas bisa diterapkan dalam sistem pengelolaan
sumberdaya ikan, maka alokasi sumberdaya ikan dapat berlangsung secara efisien.
Demikian pula apabila pemilik sumberdaya ikan, memiliki hak-hak pengelolaan
yang mencakup keempat elemen di atas. Hal ini juga akan memberikan insentif
yang sangat besar baginya untuk mengelola sumberdaya ikan yang dimilikinya itu
dengan seefisien mungkin (Dharmawan dan Daryanto 2002). Gejala seperti itu
dapat terjadi, karena kegagalan dalam mengelola sumberdaya ikan tersebut akan
merupakan resiko atau kerugian yang akan ditanggung oleh dirinya sendiri.
Sebagai contoh, seorang nelayan yang memiliki hak milik pribadi (private
property right) yang penuh terhadap alat tangkap ikan (seperti Kelong) yang
dioperasikan di sekitar perairan pantai Barelang di Kepulauan Riau, akan
mempunyai insentif yang lebih baik untuk memelihara dan merawatnya dengan
harapan dapat memberikan peningkatan tingkat pendapatan keluarga (income
household) dari usaha perikanan artisanal (artisanal fisheries) yang mereka
lakukan sebagai nelayan.

Berdasarkan UNCLOS (1982) pasal 51 ayat (1) negara kepulauan harus
mengakui “hak-hak perikanan tradisional” (tradisional fishing rights) nelayan
negara lain. Menurut Djalal (1989) diacu dalam DKP (2001) menetapkan “hak-
hak perikanan tradisional” harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: (1)
nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di
suatu perairan tertentu, (2) nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan secara
tradisional alat-alat tertentu, (3) hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah
jenis ikan tertentu, (4) nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan
tersebut haruslah nelayan-nelayan yang secara tradisional telah melakukan
penangkapan ikan di daerah tersebut.

Kebudayaan tradisional yang dimiliki masyarakat pesisir, khususnya dalam
hal sistem pengelolaan sumberdaya ikan secara tradisional telah memiliki prinsip-
prinsip konservasi yang lebih maju (Nababan 1995), di antaranya adalah sebagai
berikut:

1) Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia
dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong

memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri;
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2)  Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis
sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (communal
property resource). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk
menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar;

3)  Sistem pengetahuan masyarakat setempat (local knowledge system) yang
memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-
masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang
terbatas;

4)  Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan
hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat;

5)  Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan
sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh
masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini
masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang
mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial
tertentu;

6) Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil “panen” atas sumberdaya milik
bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam
masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial
akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat
yang berlaku.

Berdasarkan prinsip-prinsip konservasi tersebut diatas, ini membuktikan
bahwa sistem pengetahuan lokal (indegenous knowledge), kearifan masyarakat
(traditional wisdom) yang ada dalam batas-batas “berperilaku” alam dan diikuti
dengan praktik pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional yang lestari
merupakan pilihan yang arif untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi
lingkungan sosial setempat. Sebagai suatu sistem yang bersifat lokal, upaya-upaya
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat tradisional ini
boleh dikatakan sudah teruji. Sistem pengetahuan dan praktik-praktik pengelolaan
alam ini secara nyata juga mampu memperkaya keanekaragaman hayati suatu
ekosistem (Nababan 1995). Oleh karena itu, dengan memelihara dan

mengembangkan sistem pranata sosial tradisional ini akan merupakan sumbangan
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bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian,
rangkaian kajian yang telah dilakukan juga menunjukkan keprihatinan, karena
secara umum sistem kebudayaan lokal ini sedang menuju kepunahan. Hampir
semua kasus-kasus yang didokumentasikan memperlihatkan bahwa pola-pola
pranata sosial tradisional ini sudah tidak utuh lagi, tetapi masih ada di beberapa
tempat, sistem pengetahuan ini masih tersimpan di benak orang-orang tua dalam

berbagai bentuk tuturan atau dalam bentuk sastra lisan.

Teori Perubahan Kelembagaan

Yustika (2006) menyatakan bahwa kelembagaan tidak bersifat statis, namun
dinamis sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antar
kepentingan. Diluar itu, sifat dinamis dari kelembagaan juga disebabkan oleh
berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat seiring dengan perubahan masa.
Dengan begitu, kelembagaan pasti akan berubah sesuai dengan tantangan atau
kondisi zaman. Pada titik ini, perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi,
yaitu pertama, perubahan konfigurasi antar pelaku ekonomi akan memicu
terjadinya perubahan kelembagaan (institutional change). Dalam pendekatan ini,
perubahan  kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan
(kepentingan/konfigurasi) pelaku ekonomi. Kedua, perubahan kelembagaan
sengaja didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi. Pada posisi
ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur
kegiatan ekonomi (termasuk aktor-aktor yang terlibat di dalamnya).

Manig (1991) menyatakan bahwa perubahan kelembagaan di dalam
masyarakat berarti terjadinya perubahan di dalam prinsip regulasi dan organisasi,
perilaku, dan pola-pola interaksi. Arah perubahan tersebut bisanya menuju ke
peningkatan perbedaan prinsip-prinsip dan pola-pola umum di dalam
kelembagaan yang saling berhubungan. Lebih lanjut Manig (1992) menyatakan
bahwa tujuan utama dari setiap perubahan kelembagaan adalah untuk
meninternalisasikan potensi produktivitas yang lebih besar daripada perbaikan
pemanfaatan sumberdaya yang kemudian secara simultan menciptakan
keseimbangan baru. Dengan pemahaman tersebut, perubahan kelembagaan dapat

dianggap sebagai proses terus menerus yang bertujuan untuk memperbaiki
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kualitas interaksi (ekonomi) antar pelakunya. Hal ini menunjukan bahwa

transpormasi permanen merupakan bagian penting dari perubahan kelembagaan.

North (1995) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari perubahan
kelembagaan terdiri dari :

1. linteraksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di
dalam setting ekonomi kelangkaan, dan kemudian diperkuat oleh kompetisi
merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan;

2. Kompetisi akan membuat organisasi menginvestasikan keterampilan dan
pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis keterampilan dan pengetahuan
yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk
perkembangan persepsi tentang kesempatan dan kemudian pilihan yang
akan mengubah kelembagaan;

3. Kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang
dianggap memiliki pertukaran maksimum;

4.  Persepsi berasal dari konstruksi/bangunan mental para pemain/pelaku;

5. Cakupan ekonomi, komplementaritas dan eksternalitas jaringan matriks
kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan
memiliki jalur ketergantungan.

Yeager (1999) menyatakan bahwa dalam konteks perubahan kelembagaan
diperlukan alat ukur dan variabel-variabel yang terfokus sehingga memudahkan
setiap pengambil kebijakan merumuskan jenis kelembagaan yang dibutuhkan.
Pada negara yang sedang melakukan proses transisi atau reformasi ekonomi,
biasanya terdapat variabel makro dan mikro untuk mengukur keberhasilan kinerja
perekonomian.

Diehl (1998) menyatakan bahwa dalam upaya mencapai fokus perubahan
kelembagaan perlu dibuat target, variabel kunci, tindakan pada berbagai level dan
jenis kelembagaan yang dibutuhkan sehingga sekaligus variabel-variabel tersebut
dapat digunakan sebagai parameter. Khusus mengenai perubahan kelembagaan
formal, tampak bahwa pada level makro harus terdapat peraturan yang tegas
berkenaan dengan fungsi dan kewenangan bank sentral serta pemberdayaan
anggaran negara untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sedangkan pada level

mikro, perubahan kelembagaan formal yang dibutuhkan adalah hukum mengenai
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hak kepemilikan sehingga terdapat kepastian berusaha serta pedoman ke luar dan
masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Tentu saja target dari
perubahan kelembagaan mikro ini adalah mencoba menurunkan biaya transaksi.
Tidak berhenti sampai disini, perubahan kelembagaan informal juga harus
dikreasikan sehingga baik secara makro maupun mikro turut menyokong tujuan
perubahan kelembagaan formal. Seperti tang terlihat, maslaah reputasi, konsesus
sosial, perilaku individu, dan sikap terhadap resiko menjadi perhatian penting dari
perubahan kelembagaan informal. Secara lengkap target ekonomi, tindakan dan

kelembagaan pada beberapa level tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target ekonomi, tindakan dan kelembagaan pada beberapa level

Aspek/Level Makro Mikro Meso
Target Stabilitas Efisiensi Inovasi
Variabel kunci ~ Uang, nilai tukar Harga Pengetahuan
Tindakan Manajemen Pilihan individu Interaksi

Negara
Kelembagaan Bank sentral, Hak kepemilikan, Infrastruktur,
Formal kewenangan aturan keluar dan ~ system
anggaran Negara ~ masuk pasar pendidikan,
asosiasi
perdagangan
Kelembagaan Reputasi, Tata kelola Sikap terhadap
informal konsesus social perusahaan, risiko, factor
terhadap cara perilaku rasional ~ mobilitas,
pandang perilaku  individu perilaku
menabung

Sumber : Diehl 1998

Teori Konflik

Fisher et.al. (2000) menyatakan bahwa konflik merupakan suatu kenyataan
hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan
masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya
diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik
bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap
berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan umat
manusia. Dari tingkat mikro, antar pibadi hingga tingkat kelompok, organisasi,
masyarakat, dan negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan
kekuasaan-mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul

karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut.
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Fisher et.al. (2000) juga menyatakan bahwa sedikitnya ada lima teori yang

dapat dijadikan referensi untuk mengidentifikasi sebab-sebab konflik, masing-

masing teori memiliki metode dan sasaran yang berbeda. Kelima teori tersebut

adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik
disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan
permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat;
Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan
oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang
konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik;

Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar
dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial-
yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan,
partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan;

Teori ldentitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena
identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau
penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan;

Teori Kesalahpahaman Antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik
disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara

berbagai budaya yang berbeda.

Sementara itu perbedaan sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing kelima

teori tersebut secara ringkat dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Perbedaan sasaran yang ingin dicapai oleh kelima teori konflik

No Teori Sasaran Yang Ingin Di Capai

1 Teori U Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar
Hubungan kelompok-kelompok yang mengalami konflik;

Masyarkat U Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa
saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2 Teori U Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
Negosiasi memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah
Prinsip dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan

negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka
daripada posisi tertentu yang sudah tetap;

U Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang
menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3 Teori U Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
Kebutuhan mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan
Manusia mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-

pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut;

U Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai
kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua
pihak.

4  Teorildentitas U Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak
yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat
mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang
mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun
empati dan rekonsiliasi di antara mereka;

U Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan
identitas pokok semua pihak.

5 Teori U Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami
Kesalahpaham konflik mengenai budaya pihak lain;
an U Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang
Antarbudaya pihak lain;

U Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

Sumber : Fisher et.al. (2000)

Sementara itu Charles (2001) menyatakan bahwa tipologi konflik di sektor

perikanan dapat dilihat dari empat kategori, yaitu batas wilayah (fishery

Jurisdiction), manajemen (management mechanisms), alokasi internal (internal

allocation) dan alokasi eksternal (external allocation). Jenis-jenis konflik untuk

masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Tipologi konflik perikanan

No Jenis Kategori Jenis Konflik
1 batas wilayah U Hak kepemilikan (property rights)
(fishery U Aturan pemerintah (role of government)
Jurisdiction) U Konflik antara pemerintahan (intergovernmental conflicts)
2 manajemen U Perencanaan manajemen (management plans)
(management U Konflik pelaksanaan manajemen (enforcement conflicts)
mechanisms) U Interaksi pemerintah dengan nelayan (Fisher/government
interactions)
3 alokasi internal U Konflik alat tangkap (gear wars)
(internal U Konflik antar nelayan atau kelompok nelayan (user-group

allocation) conflicts)

U Nelayan dan pengolahan (fishers Vs processors)
4 alokasi U Lokal dan pendatang (domestic vs foreign)
eksternal U Nelayan dan pembudidaya ikan (fishers vs aquaculture)
(external U Persaingan antar pemanfaatn laut (competing ocean user)
allocation)

Sumber : Charles (2001)

Tata Kelola Sumberdaya Ikan

Nikijuluw (2002) mengungkapkan bahwa terdapat dua rezim pengelolaan
perikanan yang dikenal oleh masyarakat yaitu pengelolaan sumberdaya ikan oleh
pemerintah atau yang dikenal dengan istilah pengelolaan sentralistis (Government
Centralized Management/GCM) dan pengelolaan sumberdaya ikan berbasis
masyarakat (Community Based management/CBM). Pengelolaan sentralistis
adalah rezim pengelolaan sumberdaya dengan pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya, sehingga
pemerintah mempunyai hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak
eksklusif dan hak mengalihkan.

Implikasi dari model ini adalah munculnya berbagai konflik yang sangat
kompleks di masyarakat, seperti hancurnya sumberdaya, konflik antar kelas sosial
masyarakat nelayan, kemiskinan yang terus melilit kehidupan masyarakat pesisir
dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan model ini bersifat top-down, sehingga
menempatkan masyarakat nelayan sebagai obyek sasaran kebijakan, akibatnya
masyarakat kurang peduli terhadap kebijakan yang dibuat. Selain itu, model ini
mengabaikan pluralisme hukum yang berlaku sudah lama (turun-temurun) di
masyarakat, seperti hak ulayat laut yang ada di beberapa daerah masyarakat

pesisir.
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Kegagalan model sentralistis dalam pengelolaan sumberdaya ikan telah
menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat yang tinggal disekitar
wilayah pesisir dan pantai, sehingga hal ini harus segera disikapi dengan cara
mencari model baru pengelolaan sumberdaya ikan dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan perikanan berkelanjutan yang mampu mensejahterakan para
pelakunya. Pengelolaan sumberdaya berbasiskan masyarakat merupakan suatu
model lama dalam pengelolaan perikanan yang selama ini termarginalkan oleh
sistem pemerintahan yang sentralistis. Model pengelolaan sumberdaya berbasis
masyarakat tersebut terdapat di beberapa daerah pesisir Indonesia, seperti awig-
awig di Lombok, sasi di Maluku, Rompong di Sulawesi Selatan, Panglima laot di
Nangroe Aceh Darussalam, kewang di Riau dan di beberapa daerah Kawasan
Timur Indonesia (Wahyono et.al 2000, Satria et.al 2002, dan Indar et.al 2002).

Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat merupakan suatu proses
pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk
mengelola sumberdaya ikannya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan,
keinginan, tujuan dan aspirasinya (Nikijuluw 2002). Dengan model ini,
masyarakat akan bertanggungjawab penuh dalam menjalankan kebijakan
pengelolaan sumberdaya ikan karena masyarakat ikut terlibat dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat
tersebut merupakan wujud kepentingannya terhadap kelangsungan sumberdaya
ikan sebagai mata pencaharian hidup sehari-hari (Satria et.al 2002).

Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya ikan berbasis masyarakat lebih
efektif dan efisien karena proses pengambilan keputusan dilakukan oleh
masyarakat lokal, sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi masyarakat serta
pembuat kebijakan lebih memahami kondisi daerahnya (Satria et.al/ 2002). Selain
itu, kelestarian sumberdaya dapat terjaga dikarenakan proses pengawasan oleh
masyarakat dilakukan setiap saat. Kelemahan dari model ini adalah tidak mampu
mengatasi masalah-masalah inter-komunitas, berlaku hanya pada daerah tertentu
atau bersifat spesifik lokal, sangat rentan terhadap perubahan-perubahan eksternal,
sulit mencapai skala ekonomi serta tinggi biaya institusionalisasinya.

Dengan demikian, kedua rezim tersebut mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Selain itu, kedua rezim masih sangat sulit mengatasi
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masalah-masalah yang dihadapi dalam perkembangan perikanan. Guna mengatasi
hal tersebut, kedua rezim ini bisa dipadukan atau diintegrasikan sehingga dengan
demikian kelemahan yang satu bisa ditutupi oleh kekuatan yang lain.
Pengintegrasian kedua rezim ini dikenal dengan nama kolaborasi manajemen,

kooperasi manajemen, atau ko-manajemen.

Ko-Manajemen Pengelolaan Sumberdaya lkan
Ko-manajemen perikanan merupakan rezim derivatif yang berasal dari

rezim Pengelolaan Sumberdaya lkan Berbasis Masyarakat (PSPBM) dan rezim
pengelolaan perikanan oleh pemerintah. Ko-manajemen perikanan dapat diartikan
sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara
pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya perikanan
(Nikijuluw 2002). Tujuan utama ko-manajemen adalah pengelolan perikanan yang
lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Sementara tujuan
sekundernya adalah: (1) mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat; (2)
mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi, sehingga dapat
memberikan hasil yang lebih efektif; dan (3) sebagai mekanisme untuk mencapai
visi dan tujuan nelayan lokal serta mengurangi konflik antar nelayan melalui
proses demokrasi partisipatif. Terdapat tiga hal yang sangat menentukan variasi
bentuk ko-manajemen serta hirarkinya adalah:
1)  Peranan pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2)  Bentuk tugas dan fungsi manajemen yang dapat atau akan dikelola bersama

oleh pemerintah dan masyarakat atau didistribusikan diantara kedua pihak.
3) Tahapan proses manajemen ketika secara aktual kerjasama pengelolaan

betul-betul terwujud (perencanaan, implementasi, pengawasan dan

evaluasi).

Pomeroy and Rivera (2006) dalam Adrianto (2007) menyatakan terdapat 5
(lima) tipe besar ko-manajemen menurut peran dari pemerintah dan pelaku
perikanan, yaitu :

(1) Instruktif.
Tipe ini terjadi ketika terdapat komunikasi dan tukar informasi yang

minimal antara pemerintah dan pelaku perikanan. Tipe ini berbeda dengan
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rejim sentralisasi dalam hal dimana terdapat mekanisme dialog antara
pemerintah dan pelaku perikanan namun tetap dalam konteks instruksi

informasi dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

(2) Konsultatif.
Terdapat mekanisme dialog antara pemerintah dan pelaku perikanan tetapi
pengambilan keputusan masih dilakukan oleh pemerintah.

(3) Kooperatif.
Dalam level ini, pemerintanh dan pelaku perikanan bekerja sama dalam
mengambil keputusan sebagai partner yang memiliki posisi tawar yang
sama (equal partner).

(4) Advisori.
Dalam kerangka ini, pelaku perikanan memberikan input bagi pengambil
keputusan tentang perikanan kemudian pemerintah menetapkan keputusan
tersebut.

(5) Informatif.
Pemerintah mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pelaku
perikanan untuk kemudian diinformasikan kembali kepada pemerintah.
Secara jelas konsep ko-managemen dalam pengelolaan sumberdaya ikan
dapat dilihat pada Gambar 5.

/ g
Government pased management
Consultativ
Instructive / User group basefl management
memsgomont

Gambar 5. Spektrum ko-manajemen dalam pengelolaan sumberdaya ikan

(Pomeroy and Rivera (2006) dalam Adrianto (2007))

Rezim ko-manajemen perikanan bekerja dengan cara mengubah hubungan

pelaku pembangunan perikanan, terutama antara pemerintah dan masyarakat,
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tetapi juga antara nelayan dengan kelompoknya. Secara umum, manfaat yang
ingin dicapai setiap pelaku ko-manajemen perikanan adalah status pengelolaan
perikanan yang lebih tepat, lebih efisien, serta lebih adil dan merata. Melalui ko-
manajemen, pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa
keputusan yang diambilnya ternyata bisa secara efektif dilaksanakan. Hal ini dapat
meningkatkan harga diri dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi
bertambah. Di mata masyarakat, ko-manajemen membawa manfaat kepada
nelayan melalui partisipasi atau keikutsertaan dalam proses pengambilan
keputusan (Nikijuluw 2002).

Definisi dan Karakteristik Nelayan
Menurut UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan nelayan didefinisikan

sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dengan

demikian, secara sempit masyarakat nelayan memiliki ketergantungan yang cukup
tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya ikan.

DKP (2005) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan alokasi curahan waktu
yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau
pemeliharaan ikan atau biota laut lainnya, yaitu:

1.  Nelayan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk
melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau biota laut lainnya,

2. Nelayan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya
digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau biota
laut lainnya,

3. Nelayan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu
kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan atau
biota laut lainnya.

Sedangkan berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi, seperti kapasitas jenis
usaha, orientasi ekonomi, tingkat teknologi (alat tangkap dan armada) dan
hubungan produksi, Satria (2002) menggolongkan nelayan menjadi 4 kategori

menurut jenis usaha yaitu seperti yang tertera pada Tabel 6.
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Tabel 6. Penggolongan nelayan berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi

Jenis usaha Sgg‘tas' Ekonomi- dan TZL%%ngi Hubungan Produksi
A Usaha Sub  sistem,  rumah Rendah Tidak hirarkis, status
tradisional tangga terdiri dari pemilik dan
anak buah kapal (ABK)
yang homogen
A Usaha post- Sub sistem, surplus, Rendah Tidak hirarkis, status
tradisional rumah tangga, pasar terdiri dari pemilik dan
domestik ABK yang homogen
A Usaha Surplus, pasar domestik, Menengah Hirarkis, status terdiri
komersial ekspor dari pemilik, manajer,
dan ABK yang
heterogen
A Usaha Surplus, ekspor Tinggi Hirarkis, status terdiri
industri dari pemilik, manajer,
dan ABK yang
heterogen

Sumber : Satria (2002)
Panayatou (1985a) mengelompokan nelayan kedalam empat kelompok
utama, yaitu subsistence, indigenous, commercial dan recreation. Sementara itu
nelayan commercial dikelompokan lagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan

artisanal dan nelayan industri. Secara lengkap pengelompokan nelayan tersebut

Nelayan

y v v y
Subsistence Indigenous Commercia@

< ‘ <

v v
Small-Scale
(Artisanal)

dapat dilihat pada Gambar 6.

(Industri)

Large-Scale

Gambar 6. Pengelompokan Nelayan (Panayotou 1985a)

Berkes er al. (2001) lebih memperjelas pengertian nelayan artisanal dengan
mengemukakan sejumlah karakteristik yang lebih lengkap mengenai nelayan
artisanal dibandingkan dengan nelayan industri. Secara jelas karakteristik nelayan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Kategori dan dimensi perikanan berdasarkan karakteristiknya

Karakteristik Kategori
Hut_)ungan Skala Besar Skala Kecil Subsisten
Perikanan
A Unit Stabil, dengan Stabil, kecil, spesialisasi ~ Sendiri, atau keluarga
penangkapan pembagian kerja dan pembagian kerja atau komunitas
peluang Karir kelompok
A Kepemilikan Bukan pelaku Biasanya dimiliki oleh Pemiliknya
pelaku senior, atau si pelaku
pelaku gabungan
A Komitmen Biasanya penuh waktu  Penuh atau paruh waktu  Paruh waktu
waktu
A Kapal Bertenaga mesin, Kecil, motor dalam (atau  Kecil, biasanya tidak

A Tipe peralatan

A Alat tangkap

A Investasi

A Hasil tangkapan

A Penjualan hasil
tangkapan

A Pengolahan hasil
tangkapan

A Tingkat
pendapatan
pelaku

A Integrasi
ekonomi

A Masa kerja

A Luas pemasaran

A Kapasitas
manajemen dari
otoritas
perikanan

A Unit manajemen

A Pengumpulan
data perikanan

banyak peralatan
Mesin, dirakit oleh
pelaku

Elektronik, otomatis

Tinggi, proporsi lebih
besar dari pada oleh
pelaku

Besar

Pasar yang
terorganisasir

Lebih banyak untuk
tepung ikan dan bukan
konsumsi manusia

Tinggi

Formal, integrasi
penuh

Penuh waktu atau
musiman

Produk ditemukan
diseluruh dunia
Layak, dengan banyak
ilmuwan dan manager

Satu atau beberapa
unit besar

Tidak terlalu sulit, ada
kapasitas kekuasaan

motor tempel)
Sebagian atau semua
material mesin, dirakit
oleh pelaku

Mekanik dan manual

Menengah ke rendah,
seluruhnya oleh pelaku

Sedang ke rendah

Penjualan lokal,
konsumsi signifikan oleh
operator

Pengeringan,
pengasapan,
penggaraman, sebagian
besar untuk konsumsi
manusia

Sedang

Integrasi parsial
Sering multi pekerjaan
Nasional dan lokal

Minimal untuk moderat,
dengan sedikit ilmuwan
atau manager

Biasanya banyak unit
kecil

Sulit dalam kaitan
perikanan dan figur
otoritas

bermotor

Material buatan
sendiri, dirakit oleh
pelaku

Sebagian besar tidak
mekanik

Rendah

Rendah ke sangat
rendah

Sebagian dikonsumsi
oleh pelaku, keluarga
dan sahabat, ditukar
dengan barter,
kadang-kadang dijual
Sedikit atau tidak,
semua untuk
konsumsi manusia

Minim (rendah)

Informal, tidak
terintegrasi
Multi pekerjaan

Lokal dan hanya
tingkat daerah
Sering tidak
dikelola kecuali
oleh pengguna
sumberdaya
Sangat banyak unit
kecil

Sering tidak ada
data, pengumpulan
data sulit dilakukan

Sumber : Berkes et al. (2001)
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KERANGKA PENDEKATAN STUDI

Berdasarkan studi literatur terhadap hasil penelitian tentang kondisi
sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu diketahui bahwa saat ini kondisi
sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu sudah mengalami degradasi, terutama
untuk sumberdaya ikan pelagis. Banyak hal yang diduga menjadi penyebab
terjadinya degradasi sumberdaya ikan tersebut, termasuk sistem kelembagaan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sistem kelembagaan yang ada
(existing) dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu. Format kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama, hak kepemilikan
atas sumberdaya ikan (property right). Hak kepemilikan sangat menentukan
tanggungjawab nelayan terhadap sumberdaya ikan yang dimanfaatkan. Selain itu
juga mempengaruhi keputusan nelayan dalam mengambil manfaat sumberdaya
ikan tersebut. Oleh sebab itu tahap pertama dalam studi ini akan dianalisis tentang
kepemilikan atas sumberdaya ikan di teluk Palabuhanratu, apakah milik negara
(state property right), milik komunal (communal property right), milik individu
(private property right) dan open access (non property right).

Kedua, para aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang terlibat dalam
pengelolaan sumberdaya ikan sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan
sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Oleh sebab itu identifikasi masing-
masing aktor yang terlibat dan perannya masing-masing menjadi salah satu kunci
keberlanjutan pembangunan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Selain itu
juga perlu diidentifikasi konflik yang terjadi antar aktor pengelola sumberdaya
ikan di Teluk Palabuhanratu. Hal ini penting guna merumuskan manajemen
konflik antar aktor dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu.

Ketiga, peraturan. Peraturan merupakan salah salah satu sistem
kelembagaan yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu. Oleh sebab itu perlu diidentifikasi peraturan-peraturan apa saja

yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan. Dengan adanya informasi
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tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana aturan main (rule of the game)
pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu.

Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu saat ini.
Dengan ditambah analisis biaya transaksi dan game theory diharapkan dapat
dirumuskan bagaimana format kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan di
Teluk Palabuhanratu yang baik. Hal ini penting agar semua aktor yang terlibat
yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk
Palabuhanratu memiliki rasa tangguang jawab dalam menjaga keberlanjutan
sumberdaya dan aktivitas perekonomian masyarakat nelayan. Secara sistematis
kerangka pendekatan studi ini dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Kerangka pendekatan studi
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METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cisolok dan Kecamatan Pelabuharatu
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi
tersebut sebagai lokasi penelitian adalah pertama, merupakan sentra perikanan
tangkap di sekitar Teluk Palabuhanratu. Kedua, jenis kegiatan perikanan tangkap
di kecamatan tersebut berbeda-beda. Studi PKSPL (2004) menunjukan bahwa di
Palabuhanratu jenis usaha penangkapan yang berkembang adalah penangkapan
skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Secara grafis lokasi penelitian

tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Lokasi penelitian
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Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dari bulan September
2006 - Februari 2007.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalan studi ini adalah metode studi
kasus. Yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian ini adalah kelembagaan
pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Nazir (1988) menyatakan
bahwa penelitian kasus adalah penelitian yang berkenaan dengan suatu fase
spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja
individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Dalam studi kasus, metode
yang digunakan bersifat multi metode, karena dirancang untuk menunjukkan
suatu masalah secara terperinci dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan
berbagai sumber data (Blaxter et al. 2006).

Hasil dari penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola
kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Tergantung
dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup dari segmen atau bagian
tertentu atau mencakup siklus kehidupan individu, kelompok, dan sebagainya,
baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu, ataupun keseluruhan
faktor-faktor dan fenomena-fenomena. Studi kasus lebih menekankan mengkaji
variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil. Ini berbeda dengan
metode survei, di mana peneliti cenderung mengevaluasi variabel yang lebih
sedikit tetapi dengan unit sampel yang relatif besar (Nazir 1988).

Nazir (1988) mengungkapkan langkah-langkah pokok dalam meneliti kasus adalah
sebagai berikut :

1)  Rumuskan tujuan penelitian;

2)  Tentukan unit-unit studi, sifat-sifat mana yang akan di teliti dan hubungan apa yang akan
dikaji serta proses-proses apa yang akan menuntun penelitian;

3)  Tentukan rancangan serta pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan
data mana yang digunakan. Sumber-sumber data apa yang tersedia;

4)  Kumpulkan data;

5)  Organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisa untuk membuat

interpretasi serta generalisasi;
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6)  Susun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian.

Yin (1996) menyatakan bahwa ada 6 sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi
pengumpulan data studi kasus adalah: (1) dokumen, (2) rekaman arsip, (3) wawancara, (4)
observasi langsung, (5) observasi pemeran serta, dan (6) perangkat fisik. Dalam hal ini
diperlukan dua kategori data yaitu data utama dan data penunjang. Data utama
diperoleh dari pencatatan langsung di lapangan, wawancara pada beberapa
nelayan dan pengamatan kejadian-kejadian khusus yang berhubungan dengan
tujuan penelitian. Data penunjang diperoleh dari dokumen atau arsip tertulis serta

laporan hasil penelitian serta publikasi lainnya.

Metode Pengumpulan Data
Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data
primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para aktor yang terlibat
dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Teknik
pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara secara mendalam
kepada para aktor, dengan pertanyaan-pertanyaan Yyang telah terstruktur.
Sementara itu data sekunder diperoleh melalui data-data literatur perikanan
Kabupaten Sukabumi, dokumen hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya
yang terkait. Secara lengkap jenis dan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.



Tabel 8. Aspek, jenis dan sumber data penelitian

49

No Aspek Jenis Data Sumber Data
Penelitian
1 Kondisi Kondisi geografis, Potensi Desa 2006,
Umum Teluk  kependudukan, ekonomi Profil Kabupaten
Palabuhanratu  wilayah Sukabumi
2 Pemanfaatan Potensi sumberdaya ikan, Statistik Perikanan
Sumberdaya tingkat pemanfaatan, jenis alat Kabupaten Sukabumi,
Ikan Teluk tangkap, perkembangan wawancara, Laporan
Palabuhanratu  produksi ikan, pendapatan Tesis Pasca Sarjana IPB,
selama ini nelayan, alokasi optimal Dokumen Penelitian
sumberdaya ikan di Teluk PKSPL-IPB
Palabuhanratu
3 Aktor-aktor Identifikasi para aktor, peran Wawancara dan
yang terkait masing-masing aktor, hubungan  quisioner
dalam antar aktor, konflik antar aktor
pengelolaan
sumberdaya
ikan di Teluk
Palabuhanratu
4 Aturan hukum  Hukum formal (Undang-undang, Departemen Kelautan
formal dan Peraturan Menteri, Keputusan dan Perikanan, Dinas
informal Menteri, Peraturan Daerah Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat, Keputusan  Provinsi Jawa Barat,
Gubernur Jawa Barat, Peraturan  Dinas Kelautan dan
Daerah Kabupaten Sukabumi, Perikanan Kabupaten
Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi, wawancara
Sukabumi) aktor
Aturan informal (Kesepakatan
antar masyarakat)
5 Biaya Biaya manajerial dan Biaya Wawancara aktor
transaksi Politik
pengelolaan
sumberdaya
ikan Teluk
Palabuhanratu
6 Desain Hubungan interaksi antar aktor,  Studi pustaka,
kelembagaan efektivitas biaya transaksi wawancara, kuisioner
pengelolaan
sumberdaya
ikan Teluk
Palabuhanratu
Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling dengan

penggalian data menggunakan panduan Kuisioner, seperti yang disajikan pada

Lampiran 1. Sementara itu jumlah responden didekati dengan rumus Slovin

(1960) sebagaimana diacu dalam Haswanto (2006), yaitu :
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Keterangan :

N  :Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel/Responden

e : Nilai Kesalahan yang Ditentukan (10 %)

Selain berdasarkan pendekatan Slovin diatas, penentuan aktor-aktor yang
dijadikan responden dalam penelitian ini juga memperhatikan hasil-hasil studi
sebelumnya. Oleh sebab itu, sebelum menentukan aktor-aktor yang akan dijadikan
narasumber, peneliti terlebih dahulu melakukan studi literature yang terkait
dengan pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Literatur-literatur
yang dijadikan rujukan dalam penentuan narasumber tersebut adalah laporan hasil
penelitian tesis, dokumen hasil penelitian di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan
Lautan (PKSPL-IPB) yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu, dan dokumen-dokumen terkait lainnya
yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan hal tersebut maka jumlah aktor yang dijadikan responden dalam
penelitian ini berjumlah 40 orang, yang dikelompokkan menjadi lima kelompok,
yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, swasta/pengusaha perikanan, dan

akademisi.

Metode Analisis Data
Analisis Aktor Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Teluk Palabuhanratu
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan aktor (tingkat
kepentingan dan pengaruhnya) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
ikan di Teluk Palabuhanratu, serta potensi kerjasama dan konflik antar aktor.
Freeman (1984) yang mendefenisikan aktor sebagai kelompok atau individu yang
dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
Sedangkan Biset (1998) mendefenisikan aktor merupakan orang dengan suatu
kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Aktor sering diidentifikasi dengan
suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif aktor
terhadap issu atau dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka
(Ramirez 1999).
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Aktor merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan
penggunaan sumberdaya seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, tetapi
kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumberdaya tersebut.
Aktor adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Mereka
menjadi pengguna di masa depan dari suatu hasil kajian. Mereka bukan kelompok
sasaran (target group) bagi hasil suatu kajian.

Aktor sangat bervariasi derajat pengaruh dan kepentingannya, dan dapat
dikategorikan sesuai dengan banyak atau sedikitnya pengaruh dan kepentingan
relatifnya terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam. Brown et al
(2001) mengkategorikan aktor sebagai berikut:

1)  Aktor primer, yakni mereka yang mempunyai pengaruh rendah terhadap
hasil kebijakan tetapi kesejahteraannya penting bagi pengambil kebijakan.

2)  Aktor sekunder, yakni mereka yang dapat mempengaruhi keputusan yang
dibuat karena mereka adalah sebagaian besar dari pengambil kebijakan dan
terlibat dalam implementasi kebijakan. Secara relatif mereka tidak penting,
demikian pula dengan tingakt kesejahteraannya bukan suatu prioritas.

3)  Aktor eksternal, yakni individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi
hasil dari suatu proses melalui lobby kepada pengambil keputusan, tetapi
interest mereka tidak begitu penting.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh aktor terhadap suatu
issu, aktor dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok. ODA (1995)
mengelompokkan aktor ke dalam yaitu aktor primer, sekunder dan aktor kunci.

1)  Aktor utama merupakan aktor yang memiliki kaitan kepentingan secara
langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus
ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
Misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik.

2)  Aktor pendukung (sekunder) adalah aktor yang tidak memiliki kaitan
kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan
proyek, tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan sehingga
mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan
keputusan legal pemerintah. Misalnya lembaga pemerintah dalam suatu

wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung; lembaga
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pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki kewenangan

secara langsung dalam pengambilan keputusan; lembaga swadaya

masyarakat (LSM) setempat; perguruan tinggi: dan pengusaha (badan
usaha) yang terkait.

3)  Aktor kunci merupakan aktor yang memiliki kewenangan secara legal
dalam hal pengambilan keputusan. Aktor kunci yang dimaksud adalah unsur
eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi.

Kelompok-kelompok aktor sering digolongkan menurut aspek sosial
ekonomi seperti tingkatan pendapatan, kelompok pekerja dan status ketenaga-
kerjaan, atau menurut tingkat keterlibatan formal didalam proses pengambilan
keputusan, tingkat kohesi kelompok, struktur formal atau informal.

Analisis aktor adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi
mengenai kelompok atau individu yang terkait, mengkategorikan informasi, dan
menjelaskan kemungkinan konflik antar kelompok, dan kondisi yang
memungkinkan terjadinya trade-off.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis aktor adalah:

1)  Identifikasi aktor

2)  Membuat tabel aktor

3)  Menganalisis pengaruh dan kepentingan aktor

4)  Membuat aktor grid

5)  Menyepakati hasil analisis dengan aktor utama
Proses penentuan aktor dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1)  Mengidentifikasi sendiri  berdasarkan pengalaman dalam bidang
pembangunan wilayah (berkaitan dengan perencanaan kebijakan).

2)  Mengidentifikasi berdasarkan catatan statistik serta laporan penelitian. Hasil
identifikasi ini berupa daftar panjang individu dan kelompok yang terkait
dengan pembangunan wilayah pesisir.

3) ldentifikasi aktor menggunakan pendekatan partisipatif dengan teknik
snowball dimana setiap aktor mengidentifikasi aktor lainnya. Berdiskusi
dengan aktor yang teridentifikasi pertama kali dapat mengungkapkan

pandangan mereka tentang keberadaan aktor penting lain yang berkaitan
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dengannya. Metode ini juga dapat membantu pengertian yang lebih

mendalam terhadap kepentingan dan keterkaitan aktor.

Untuk memudahkan analisis aktor, setiap aktor dikategorikan ke dalam lima
kategori yakni pemerintah (pengambil kebijakan dan lembaga legislatif), swasta
(pengusaha dan lembaga donor), tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan organisasi sosial lainnya, serta pakar dan profesional. Aktor yang
teridentifikasi dikategorikan ke dalam kelompok institusi pemerintah, masyarakat,
organisasi sosial, dunia usaha dan akademisi. Selain itu dibedakan pula
berdasarkan tingkat continuum mulai dari tingkat lokal, provinsi, hingga tingkat

pusat.

Analisis Pengaruh dan Kepentingan

Berdasarkan tabel aktor dilakukan analisis kepentingan (importance) dan
pengaruh (influence) masing-masing aktor dalam kaitan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu. Kepentingan merujuk pada
peran seorang aktor di dalam pencapaian output dan tujuan serta menjadi fokus
pertimbangan terhadap keputusan yang akan dibuat sedangkan pengaruh merujuk
pada kekuatan yang dimiliki seorang aktor untuk mengontrol proses dan hasil dari
suatu kebijakan (IIED 2001, Mardle 2003).

Kegiatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dan kuesioner terhadap
wakil dari semua aktor yang teridentifikasi dari hasil analisis aktor. Pengolahan
data kualitatif hasil wawancara dikuantitatifkan dengan mengacu pada

pengukuran data berjenjang lima (Tabel 9).
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Tabel 9. Ukuran kuantitatif terhadap identifikasi dan pemetaan aktor

Skor Nilai Kriteria Keterangan
Kepentingan Aktor

5 17-20 Sangat Tinggi  Sangat bergantung pada keberadaan
sumberdaya ikan

4 13-16  Tinggi Ketergantungan tinggi pada keberadaan
sumberdaya ikan

3 9-12 Cukup Tinggi  Cukup bergantung pada keberadaan
sumberdaya ikan

2 5-8 Kurang Tinggi  Ketergantungan pada keberadaan
sumberdaya ikan kecil

1 0-4 Rendah Tidak tergantung pada keberadaan
sumberdaya ikan

Pengaruh Aktor

5 17-20 Sangat Tinggi  Jika responnya berpengaruh nyata terhadap
aktivitas aktor lain

4 13-16  Tinggi Jika responnya berpengaruh besar terhadap
aktivitas aktor lain

3 9-12 Cukup Tinggi  Jika responnya cukup berpengaruh terhadap
aktivitas aktor lain

2 5-8 Kurang Tinggi Jika responnya berpengaruh kecil terhadap
aktivitas aktor lain

1 0-4 Rendah Jika responnya tidak berpengaruh terhadap

aktivitas aktor lain

Sumber : Abbas (2005) dalam Haswanto (2006)

Aktor yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap pembangunan

wilayah bervariasi sesuai dengan motif, cakupan wilayah, dan orientasi tujuan

pembangunan. Untuk melihat besarnya kepentingan dan pengaruh masing-masing

aktor terhadap pengeloalan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, alat analisis yang

digunakan adalah aktor grid” yang mengkategorikan aktor menurut tingkat

kepentingan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk

Palabuhanratu. Sebaran posisi aktor menurut kepentingan dan pengaruhnya

diilustrasikan pada Gambar 9 berikut.



55

1 1
Tinggi | A B :
l l

X Subjek Pemain :

g | |
=} | I
[ |

a |C D :

Q | 1

> | |

: Penonton Aktor :

| |

| |
Rendah | I
1 |

Rendah Tinggi
Pengaruh

Gambar 9. Aktor grid

Kotak A (subjek) menunjukkan kelompok aktor yang memiliki kepentingan
yang tinggi terhadap kegiatan tetapi rendah pengaruhnya, mencakup anggota
organisasi yang melakukan kegiatan dan responsif terhadap pelaksanaan kegiatan
tetapi bukan pengambil kebijakan.

Kotak B (pemain) merupakan kelompok aktor yang memiliki derajat
pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan seperti tokoh
masyarakat, kepala instansi terkait, dan kepala pemerintahahan.

Kotak D (aktor) merupakan aktor yang terpengaruh tetapi rendah
kepentingannya dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

Kotak C (penonton) mewakili kelompok aktor yang rendah pengaruh dan
kepentingannya. Interest mereka dibutuhkan untuk memastikan: (a) interestnya
tidak terpengaruh sebaliknya, dan (b) kepentingan dan pengaruhnya tidak

mengubah keadaan.

Analisis Tata Kelola Sumberdaya Ikan

Analisis kelembagaan yang akan digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis kelembagaan yang dikembangkan oleh Oakerson (1992).
Analisis ini merupakan pengembangan dari analisis kelembagaan dan

pembangunan (The Institutional Analysis and Development) yang dikembangkan



56

olenh Ostrom (1986, 1990). Secara skematis kerangka analisis kelembagaan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 10. (Pido et.al 1997).

_| Atribut Biologi |
(Fisik, Teknologi) <
Atribut Pasar — Ingent_nf unt‘uk »| Pola interaksi antar »
(supply, Demand) | ] koordinasi, kerjasama sumberdaya dengan Dampak
Atribut Makro PPy, oo dan kontribusi < pengguna <
Ekonom, Politik
dan Sosial Atribut Stakeholders
(Masyarakat
Nelayan,
N Pemerintah, Swasta)
Atribut
| | Kelembagaan | |

Nelayan dan Aturan
Organisasi

Atribut
Kelembagaan
Eksternal dan

Aturan Organisasi

Gambar 10. Kerangka Analisis Kelembagaan (Pido et.al 1997)

Dari Gambar 10 terlihat bahwa terdapat enam atribut yang memberikan
pengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan, yaitu atribut biofisik dan
teknologi, atribut pasar, atribut pemegang kepentingan, atribut kelembagaan dan
organisasi nelayan, atribut pengambil keputusan dan atribut eksogen.

Pertama atribut biofisik dan teknologi. Atribut ini pembatas atau kendala
bagi pembangunan perikanan. Atribut biofisik dari sumberdaya juga menentukan
skala pembangunan perikanan. Artinya bahwa semakin besar area dan jumlah
potensi sumberdaya ikan yang tersedia maka semakin besar pula skala
pembangunan perikanan yang dapat dilaksanakan. Atribut biofisik juga
menentukan cara para pengguna sumberdaya, terutama nelayan, dapat saling
berinteraksi dan melakukan aksi individu atau aksi kolektif. Aspek teknologi yang
digunakan dalam memanfaatkan sumberdaya sangat bergantung pada jenis dan
jumlah sumberdaya ikan yang tersedia. Teknologi yang diperbolehkan atau tidak
diperbolehkan diatur serta ditentukan dalam hak-hak pemanfaatan sumberdaya.

Oakerson (1992) mengajukan tiga alasan mengapa perlu dilakukan kajian
hubungan antara atribut-atribut ini dengan tatanan kelembagaan pengelolaan

sumberdaya perikanan yang berlaku. Ketiga alasan tersebut adalah
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1.  Sumberdaya ikan memiliki kapasitas relatif dalam mendukung usaha
nelayan secara simultan tanpa adanya benturan-benturan di antara mereka
atau adanya dampak yang merugikan bagi nelayan tertentu yang timbul
karena nelayan lain menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak.
Analisis sifat biofisik harus diarahkan untuk menentukan secara sangat
akurat faktor-faktor pembatas sumberdaya itu. Faktor-faktor pembatas yang
utama adalah potensi dan jenis serta mobilitasnya di dalam kawasan yang
dikelola.

2. Derajat aksesibilitas terhadap sumberdaya. Keterbatasan potensi
sumberdaya berarti bahwa akses terhadap sumberdaya sulit dan mahal. Oleh
karena akses terhadap sumberdaya sulit dan mahal maka tindakan seseorang
untuk berhenti memanfaatkan sumberdaya merupakan sesuatu yang jarang
terjadi.Oleh karena itu, sumberdaya perikanan dimanfaatkan secara
bersama-sama dalam suatu bentuk kompetisi di antara nelayan. Dengan
demikian, ada saling ketergantungan antar nelayan. Aksi seseorang akan
memberikan dampak kepada yang lain dan selanjutnya membuat orang lain
melakukan aksi serupa. Jadi, interaksi di antara nelayan ini cenderung
menjurus kepada pertentangan atau konflik di antara mereka.

3.  Batas-batas spasial sumberdaya perikanan menentukan skala minimum
suatu tatanan pengelolaan sumberdaya perikanan. Berdasarkan batas
geografis suatu sumberdaya dapat ditentukan batas-batas fisik lainnya,
terutama yang berkaitan dengan teknologi pemanfaatan sumberdaya
perikanan.

Kedua, atribut pasar yang elemen utamanya meliputi aspek permintaan
(demand) dan penawaran (supply) komoditas perikanan yang dihasilkan dari
sumberdaya yang dikelola. Atribut pasar seperti harga dan struktur pasar
merupakan insentif atau disintensif bagi terbentuknya suatu tatanan kelembagaan
pengelolaan sumberdaya perikanan serta derajat kepatuhan masyarakat (nelayan)
terhadap tatanan tersebut.

Memahami atribut pasar adalah sesuatu yang sangat penting dalam
kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal ini karena di samping

sebagai kegiatan berbasis sumberdaya alam, perikanan merupakan kegiatan
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ekonomi yang berbasis pasar. Oleh karena itu, perumusan suatu tatanan

pengelolaan perikanan patut pula memperhatikan aspek pasar yang berkaitan atau

yang merupakan ciri sumberdaya tersebut.

Ketiga, atribut pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan utama dalam
pengelolaan sumberdaya perikanan adalah nelayan serta masyarakat lainnya yang
memiliki kepentingan atau perhatian terhadap pemanfaatan sumberdaya
perikanan. Atribut ini adalah variabel sosial ekonomi yang melekat atau dimiliki
nelayan dan masyarakat selaku pemegang kepentingan. Variabel tersebut adalah
kepercayaan, agama, tradisi, budaya, sumber matapencaharian, derajat sosial,
ekonomi, homohenitas atau heterogenitas dalam masyarakat, kepemilikan aset,
norma masyarakat serta tingkat integritas dalam ekonomi dan politik.

Keempat, atribut tatanan dan indikator pengambilan keputusan. Atribut
pengambilan keputusan sangat bergantung pada cara tatanan kelembagaan, hak-
hak masyarakat dan aturan-aturan dibuat atau dirumuskan. Tiga aspek penting
yang patut diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah :

1.  Keterwakilan (representation) yang didefinisikan sebagai tingkat nelayan
dan pemegang kepentingan lainnya berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan;

2. Kecocokan (relevance) adalah tingkat peraturan yang berlaku dinilai cocok
dengan masalah-masalah yang dihadapi;

3. Penegakan hukum (enforceability) adalah tingkat aturan-aturan dapat
ditegakan.

Kelima, atribut kelembagaan dan organisasi eksternal, yaitu lembaga atau
organisasi yang berada di luar masyarakat nelayan, tetapi masih berpengaruh pada
kehidupan nelayan serta kondisi sumberdaya ikan. Oakerson (1992) mengatakan
organisasi eksternal terdiri dari beberapa tingkatan di lembaga pemerintah
maupun non pemerintah dengan atau tanpa ikatan formal.

Keenam, atribut eksogen. Berbagai faktor eksogen dapat berdampak bagi
pembangunan serta pengelolaan sumberdaya perikanan. Faktor eksogen adalah
hal-hal yang terjadi di luar kontrol nelayan dan masyarakat. Faktor ini juga
merupakan peristiwa dalam bentuk kebijakan atau lainnya yang terjadi pada

organisasi yang lebih tinggi tingkatannya. Hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba di
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tingkat nasional dan internasional dan mengakibatkan kegoncangan pada usaha
perikanan adalah atribut eksogen dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
Beberapa variabel eksogen yang umumnya dihadapi nelayan adalah gempa bumi,
tsunami, banjir, kebijakan makro, kebijakan ekonomi, resesi, perdagangan global,

komitmen dan kesepakatan masyarakat internasional, serta penemuan teknologi.

Analisis Biaya Transaksi

Masing-masing biaya transaksi yang dihadapi nelayan dan pemerintah
dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu
tidak selalu sama. Secara umum menurut Furubotn & Richter (2000) biaya
transaksi (transaction cost) (TrC) mencangkup biaya transaksi manajemen (Sy)
dan biaya transaksi politik (Sy;).

Biaya transaksi manajemen terdiri dari biaya penyusunan (setting up),
pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi (Si;) dan biaya menjalankan
organisasi (Si2). Sementara itu biaya transaksi politik terdiri dari biaya
penyusunan (Sz1), pemeliharaan (Sz2) dan perubahan organisasi politik (Sgz3)
formal dan informal, biaya untuk menjalankan politik (Szs) .

Persamaan yang digunakan untuk biaya transaksi pemerintah (TrC;)dan
nelayan (TrC,) adalah (Anggraini 2005):
TEC = 3 Sl e ereeee et et et e et e, 1)
Rasio masing-masing komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi (z)

di hitung dengan menggunakan rumus (Anggraini, 2005):

Analisis Keefektifan Biaya (Cost Effectiveness Analysis)
Analisis Keefektifan Biaya (Cost Effectiveness Analysis, CEA) dalam
penelitian ini menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh Barton (1994).

Persamaan tersebut adalah :

Ci,t

CEA
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Dimana :
CEA = Cost Effectiveness Analysis
Ci = Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh i
r = Tingkat diskonto (Tingkat diskonto yang dipakai dalam penelitian ini adalah
tingat diskonto yang dipakai oleh Asian Deveopment Bank (ADB) dalam menilai
proyek di Indonesia, yaitu sebesar 12 %)
t = waktu (dalam penelitian ini t = 5)
i = 1 adalah Pemerintah
I = 2 adalah Kelompok Nelayan
Menurut Tarigan (2006) untuk memilih mana yang efektif maka dipilih
kelompok yang memiliki nilai CEA lebih kecil.

Game Theory

Menurut Anwar (2002), teori permainan (game theory) merupakan
penelaahan mendasar yang menyangkut interaksi antara para pengambil
keputusan terutama yang menyangkut interaksi yang terjadi antara para peserta
ekonomi. Teori ini menjadi penting karena dapat memberikan landasan
fundamental bagi setiap hubungan-hubungan sosial dan ekonomi antar manusia.

Lebih jauh Anwar (2002) menyatakan bahwa secara garis besar, permainan
(game) dapat dibagi menjadi dua, yaitu permainan yang tidak bekerjasama (non
cooperative) dan permainan yang bekerjasama (cooperative). Dalam permainan
yang tidak bekerjasama, penyelesaian umumnya menggunakan pendekatan Nash
equilibrium. Jika ada segugus strategi yang mempunyai karakteristik dimana tidak
satu pun pemain yang dapat beruntung dengan merubah strateginya, sementara
pemain lainnya juga tetap mempertahankan (tidak mengubah) strategi mereka,
maka gugus strategi itu dan pahala yang berkaitan dengannya dikatakan sebagai
keseimbangan Nash (Nash Equilibrium).

Dalam permainan yang bekerjasama (cooperative game), menggunakan
landasan pareto optimum, yaitu jika tidak ada seseorang yang dapat dibuat lebih
baik keadaannya tanpa membuat seseorang lain menjadi lebih jelek. Apabila
terjadi perubahan dari keadaan pareto optimum, maka ini akan terjadi kerugian

untuk keseluruhannya.
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Bentuk game ektensif (extensive form game) merupakan salah satu
permainan bekerjasama (cooperative game). Menurut Anwar (2002) representasi
dari suatu bentuk permainan yang ekstensif mempunyai kekhususan, yaitu :

1)  Ada pemain-pemain dalam permainan;

2) Bilamana masing-masing pemain bergerak, apa yang dapat diperbuat oleh
masing-masing pemain dalam kesempatannya untuk bergerak, apa yang
diketahui oleh masing-masing pemain pada kesempatannya untuk bergerak;

3) Pahala (pay-off) yang diterima oleh masing-masing pemain untuk setiap
kombinasi gerakan-gerakan yang dapat dipilih oleh pemain.

Ada satu permainan yang disimulasikan dalam penelitian ini, yaitu antara
pemerintah dengan masyarakat nelayan (P-N) (Tabel 10). Permainan ini

menggunakan bentuk permainan ekstensif game.

Tabel 10. Pemain, pilihan strategi dan pay-off analisis game theory.

Pemain Pilihan Strategi Data pay-off

) U Quasi open access - U Biayapengawasan
Pemerintah dan o ]
Limited Entry U Manfaat konservasi
nelayan o )
U Eksploitatif — Sustainable U Pendapatan nelayan

Secara umum langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :
>  Membuat tabel pay-off dari masing-masing aktor (pemain), kemudian
menetapkan besarnya nilai keuntungan dan kerugian dari masing-masing

aktor berdasarkan strategi pilihannya (Tabel 11).

Tabel 11. Matriks Pahala (Payoffs) dalam analisis Game Theory

Pemain 2
A B
. A 1A, 2A) (1A@2B)
Pemain 1 B (1B).(2A) (1B)(2B)

U  Menetapkan kriteria strategi permainan. Pilihan strategi dan konsekuensinya
untuk permainan antara pemerintah dengan nelayan adalah :

Strategi pemerintah : memilih
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>  Quasi open access, dengan konsekuensi bagi pemerintah adalah
mengeluarkan  biaya pengawasan untuk menjamin berkurangnya
eksploitasi/perusakan sumberdaya ikan dan dapat dikendalikannya
penangkapan yang tidak ramah lingkungan; atau

>  Limited entry, menegaskan hak pada kelompok masyarakat nelayan dan
menyerahkan pengawasan sepenuhnya pada masyarakat.
Strategi nelayan : memilih

> Eksploitatif, melakukan eksploitasi seperti biasa dengan menggunakan cara
tangkap relatif tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan degradasi
terhadap sumberdaya ikan;

> Sustainable, melakukan eksploitasi berdasarkan kesepakatan kelompok
dengan menggunakan cara tangkap yang ramah lingkungan sehingga

keberadaan sumberdaya ikan dapat terjaga.

Analisis Konflik Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Untuk menganalisis berbagai konflik antar pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu
digunakan pendekatan yang dilakukan oleh Fisher et.al (2000). Dalam metode
analisis ini, sebelumnya pahami dahulu mengapa konflik itu terjadi : (1) agar
dipahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini,
(2) identifikasi kelompok yang terlibat, dan tidak hanya kelompok yang menonjol
saja; (3) agar memahami pandangan semua kelompok dan lebih mendalami
bagaimana hubungan mereka satu sama lain; (4) identifikasi faktor-faktor dan
kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik; dan (5) agar belajar dari
kegagalan dan juga kesuksesan (Fisher et.al 2000).

Menurut Fisher et.al (2000), ada 9 alat bantu dalam penelitian untuk
menganalisis konflik, yaitu:
1)  Penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas,

intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahapan penahapan ini

terdiri dari :



2)

3)

4)

5)

6)
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U  Pra konflik, ini merupakan periode dimana terhadap suatu
ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga
timbul konflik;

Konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka.
Krisis, ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau
kekerasan terjadi paling hebat.

U Akibat, suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak
mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan
senjata.

U Pasca konflik, akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri
berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan
mengarah ke labih normal di antara kedua pihak.

Urutan kejadian. Urutan kejadian merupakan daftar waktu dan
menggambarkan kejadian-kejadian secara kronologis. Tujuan penggunaan
urutan kejadian bukan untuk mendapatkan sejarah yang benar atau objektif,
tetapi untuk memahami pandangan-pandangan orang-orang yang terlibat.
Pemetaan konflik. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk
menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan
masalah dan dengan pihak lainnya.
Segitiga Sikap-Perilaku-Konteks (SPK), merupakan suatu analisis berbagai
faktor yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan konteks bagi masinh-
masing pihak utama. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi
ketiga faktor tersebut di setiap pihak utama, menganalisis bagaimana faktor-
faktor tersebut saling mempengaruhi, menghubungkan faktor-faktor tersebut
dengan berbagai kebutuhan dan ketakutan masing-masing pihak, dan
mengidentifikasi titik awal intervensi dalam suatu situasi.

Analogi bawang Bombay (atau Donat), merupakan suatu cara untuk

menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak-pihak yang

berkonflik.

Pohon konflik, merupakan suatu alat bantu, menggunakan gambar sebuah

pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik.
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8)
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Analisis kekuatan konflik,  merupakan cara untuk mengidentifikasi
kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi konflik.

Analogi pilar, merupakan alat bantu yang didasarkan pada keyakinan bahwa
situasi tertentu tidak benar-benar stabil, tetapi ditahan oleh berbagai faktor
atau kekuatan, yaitu pilar-pilar. Alat bantu ini menggunakan ilustrasi berupa
grafik dari elemen-elemen atau kekuatan-kekuatan yang menahan situasi
yang tidak stabil.

Piramida, merupakan alat bantu grafik yang menunjukan tingkat-tingkat

stakeholders dalam suatu konflik.

Desain Kelembagaan

Metode desain kelembagaan dalam penelitian ini menggunakan model yang

dikembangkan oleh Pakpahan (1989) bahwa suatu kelembagaan dicirikan oleh 3

hal utama, yaitu :

1)

2)

3)

Batas yurisdiksi (yurisdiction of boundary). Artinya hak atas (batas wilayah
kekuasaan) atau (batas otoritas) yang dimiliki oleh suatu lembaga, atau
mengandung makna kedua-duanya. Penentuan siapa dan apa yang tercakup
dalam suatu organisasi atau masyarakat ditentukan oleh batas yurisdiksi;

Hak kepemilikan (property right). Konsep property atau pemilikan muncul
dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligations) yang diatur oleh hukum,
adat, dan tradisi, atau konsesus yang mengatur hubungan antara anggota
masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya (Pakpahan
1990). Tidak seorang pun yang dapat menyatakan hak milik tanpa
pengesahan dari masyarakat dimana dia berada. Hak kepemilikan juga
merupakan sumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya;
Aturan representasi (rule of representation). Hal ini mengatur permasalahan
siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa dalam proses pengambilan
keputusan. Aturan representasi menentukan alokasi dan distribusi
sumberdaya. Dipandang dari segi ekonomi, aturan representasi
mempengaruhi ongkos membuat keputusan. Biaya transaksi yang tinggi

dapat menyebabkan output tidak bernilai untuk diproduksi. Oleh karena itu,
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perlu dicari suatu mekanisme representasi yang efisien sehingga dapat

menurunkan biaya transaksi.

Definisi Operasional

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat
atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan
antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau
jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma,
kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian prilaku ekonomi
serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan Pengelolaan Perikanan
Teluk Palabuhanratu yang berkelanjutan.

Aktor adalah individu atau organisasi yang memiliki tujuan masing-masing
dalam pengelolaan sumberdaya ikan di Teluk Palabuhanratu;

Nelayan adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian utama menangkap
ikan di laut dan menghabiskan waktu yang paling banyak untuk melakukan
kegiatan tersebut.

Biaya Transaksi adalah biaya untuk melakukan manajemen pengelolaan
sumberdaya ikan (managerial transaction costs) dan biaya yang diasosiasikan
untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan

(political transaction costs).
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografi

Wilayah Kabupaten Sukabumi secara astronomis berada pada 6°57” — 7°25°
Lintang Selatan dan 106°41° — 107°00° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah
secara administratif sebagai berikut:
1)  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor
2)  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
3)  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Hindia
4)  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 412.799,54 ha, dengan panjang
garis pantai kurang lebih 117 km. Wilayah kabupaten ini secara administratif
terbagi menjadi 45 kecamatan, 339 desa, 2.978 rukun warga, dan 11.324 rukun
tetangga (BPS Kabupaten Sukabumi 2003). Sementara itu dari 45 kecamatan
yang ada di Kabupaten Sukabumi, terdapat sembilan kecamatan yang berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia atau disebut kecamatan pesisir, Yyaitu
Kecamatan Tegalbuleud, Cibitung, Surade, Ciracap, Ciemas, Simpenan,
Palabuhanratu, Cikakak, dan Cisolok. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi per

kecamatan pesisir tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Luas kecamatan di wilayah kabupaten sukabumi

No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Persentase (%)
1 Ciemas 26.696,00 6,47
2 Ciracap 16.056,10 3,89
3 Surade 13.393,09 3,24
4 Cibitung 15.021,66 3,64
5 Tegalbuleud 15.054,43 3,65
6 Palabuhanratu 10.287,91 2,49
7 Simpenan 16.922,16 4,10
8 Cisolok 16.057,72 3,89
9 Cikakak 11.644,26 2,82
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi 2003

Berdasarkan Tabel 12 terlihat bahwa luas keseluruhan kecamatan pesisir ini
adalah 141,133.33 ha atau 34.19% dari luas keseluruhan Kabupaten Sukabumi.
Wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai yang relatif lurus

(flat), dengan komposisi geografis paling barat (westernmost) adalah Kecamatan
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Cisolok yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, kemudian secara
berurutan ke arah timur adalah Kecamatan Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan,
Ciemas, Ciracap, Surade, Tegalbuleud dan Kecamatan Cibitung di sebelah paling
timur (easternmost).

Kecamatan pesisir paling barat di Kabupaten Sukabumi adalah Kecamatan
Cisolok yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Di sebelah timur,
kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cikakak, sebelah utara berbatasan
dengan Kecamatan Kabandungan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan
Samudera Hindia. Luas wilayah Cisolok mencapai 16,057.72 ha atau 3.89% dari
luas keseluruhan Kabupaten Sukabumi atau 11.38% dari luas keseluruhan
kecamatan pesisir. Sementara desa yang langsung berbatasan dengan laut atau
desa pesisir ada 9 desa, yaitu Desa Sirnaresmi, Cicadas, Gunung Kramat, Gunung
Tanjung, Caringin, Pasirbaru, Cikahuripan, Cisolok dan Karangpapak.

Kecamatan Cikakak mempunyai luas wilayah sebesar 11,644.26 ha atau
2.82% dari luas keseluruhan Kabupaten Sukabumi.  Sementara diantara
kecamatan pesisir, kecamatan ini mempunyai persentase luasan sebesar 8.25%
dari luas keseluruhan kecamatan pesisir. Secara administratif, Kecamatan
Cikakak di sebelah utara berbatasan dengan Kabandungan, sebelah selatan
berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan
Palabuhanratu dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisolok.
Kecamatan ini dibagi menjadi 2 desa pesisir, yaitu Desa Cimaja, dan Cikakak.

Kecamatan berikutnya ke arah timur adalah Kecamatan Palabuhanratu yang
mempunyai luasan sebesar 10,287.91 ha atau 2.49% dari luas keseluruhan
Kabupaten Sukabumi. Kecamatan mempunyai fungsi sebagai ibukota dan sebagai
pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Secara administratif mempunyai batas
dengan Kecamatan Bantargadung di sebelah timur, Kecamatan Cikidang di utara,
Samudera Hindia id selatan dan Kecamatan Cikakak di Barat. Kecamatan ini
dibagi menjadi 4 desa pesisir, yaitu Citarik, Palabuhanratu, Citepus, dan Cibodas.

Selanjutnya adalah Kecamatan Simpenan yang baru dimekarkan dari
Kecamatan Palabuhanratu pada tahun 2001. Kecamatan ini dibagi menjadi 2 desa
pesisir, yaitu Desa Kertajaya, dan Loji. Sementara batas-batas wilayahnya adalah

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palabuhanratu, sebelah selatan
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dengan Kecamatan Waluran, sebelah timur dengan Lengkong dan sebelah barat
dengan Samudera Hindia. Luas kecamatan ini mencapai 16,922.16 ha atau 4.10%
dari luas keseluruhan kabupaten dan 11.99% dari luas keseluruhan kecamatan
pesisir.

Kecamatan Ciemas mempunyai luas wilayah 26,696 ha atau 6.47% dari luas
keseluruhan Kabupaten Sukabumi dan merupakan kecamatan pesisir terluas
(18.92% dari luas keseluruhan kecamatan pesisir). Batas wilayahnya adalah
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpenan, sebelah selatan berbatasan
dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciracap,
dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kecamatan ini terdiri dari
3 desa pesisir, yaitu Desa Cibenda, Ciwaru, dan Girimukti.

Kecamatan berikutnya ke arah timur adalah Kecamatan Ciracap yang
mempunyai batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Waluran, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur
berbatasan dengan Ciracap, dan sebelah barat berbatasan dengan Ciemas. Luas
wilayah Kecamatan Ciracap adalah sebesar 16,056.10 ha atau 3.89% dari luas
keseluruhan Kabupaten Sukabumi dan terbagi menjadi 3 desa pesisir, yaitu
Gunungbatu, Cikangkung, dan Purwasedar.

Kecamatan Surade berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciracap di
sebelah barat, semetara di timur berbatasan dengan Kecamatan Cibitung, sebelah
utara berbatasan dengan Kecamatan Jampangkulon, dan sebelah selatan dengan
Samudera Hindia. Kecamatan ini terbagai menjadi 3 desa pesisir, yaitu Desa
Pasiripis, Buniwangi, dan Cipeundeuy. Luas kecamatan ini mencapai 13,393.09
ha atau 3.24% dari luas keseluruhan Kabupaten Sukabumi.

Kecamatan berikutnya adalah ~ Kecamatan Cibitung. Kecamatan ini
mempunyai luas sebesar 15,021.66 ha atau 3.64% dari luas keseluruhan
Kabupaten Sukabumi. Batas administrasinya adalah sebelah utara berbatasan
dengan Kecamatan Jampangkulon, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera
Hindia, sebalah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalibunder dan sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Surade. Terdapat 6 desa pesisir di kecamatan ini,

yaitu Desa Cidahu, dan Cibitung.
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Kecamatan pesisir terakhir yang terletak paling timur adalah Kecamatan
Tegalbuleud yang memiliki 3 desa pesisir, yaitu Sumberjaya, Buniasih, dan
Tegalbuleud. Luas wilayahnya mencapai 15,054.43 ha atau 3.65% dari luas
keseluruhan Kabupaten Sukabumi. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan
dengan Kecamatan Cidolog, di selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di
timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan di barat berbatasan dengan
Kecamatan Cibitung.

Kependudukan

Data Potensi Desa Tahun 2006 menunjukan bahwa jumlah penduduk
Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 2.253.433 orang, yang terdiri dari
1.110.730 laki-laki dan 1.142.703 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk
yang tinggal di wilayah pesisir mencapai sekitar 448.626 jiwa atau sekitar 19,91
persen, yang terdiri dari 226.789 laki-laki dan 221.837 perempuan dan tersebar di
sembilan kecamatan pesisir. Secara lengkap jumlah penduduk di wilayah pesisir

Kabupaten Sukabumi tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah penduduk di kecamatan pesisir kabupaten sukabumi tahun 2005

Jumlah Penduduk

No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total

1 Ciemas 22.581 23.824 46.405
2 Ciracap 22.357 21.715 44.072
3 Surade 33.531 32.414 65.945
4 Cibitung 11.832 11.894 23.726
5 Tegal Buleud 16.309 16.354 32.663
6 Pelabuhanratu 46.076 43.397 89.473
7 Simpenan 24.746 24.546 49.292
8 Cisolok 31.061 29.835 60.896
9 Cikakak 18.296 17.858 36.154

Total 226.789 221.837 448.626

Penduduk Sukabumi 1.110.730 1.142.703 2.253.433

Persentase 20,42 19,41 19,91

Sumber : Diolah dari BPS 2006

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa Kecamatan Pelabuhanratu memiliki
jumlah penduduk terbesar dari delapan kecamatan pesisir lainnya, yaitu mencapai
89.473 jiwa, yang terdiri dari 46.076 jiwa laki-laki dan 43.397 perempuan. Hal ini
menunjukan bahwa konsentrasi penduduk berada di sekitar pusat pemerintahan

dan perdagangan. Kecamatan Pelabuhanratu merupakan tempat pusat
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pemerintahan Kabupaten Sukabumi dan pusat perdagangan ikan laut. Secara

lengkap penyebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan pesisir dapat dilihat

pada Gambar 11.
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= 40,000 |
F RN ¥ &P & & &F &F
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Gambar 11. Penyebaran Penduduk di Kecamatan Pesisir Kabupaten Sukabumi
Tahun 2005 (BPS 2006)

Kesejahteraan Penduduk

Tingkat kesejateraan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi
masih menjadi persoalan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Persentase
keluarga pra keluarga sejahtera® dan keluarga sejahtera 17 rata-rata diatas 30
persen dari jumlah keluarga di setiap kecamatan. Artinya bahwa jumlah keluarga
yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya masih besar. Kecamatan Cikakak
merupakan kecamatan yang memiliki persentase keluarga Pra KS dan KS 1 yang
paling besar, yaitu sekitar 64,67 persen. Sementara itu Kecamatan Ciracap
merupakan kecamatan yang memiliki persentase jumlah keluarga KS dan KS 1
yang paling kecil, yaitu sekitar 23,83 persen. Secara lengkap persentase jumlah
keluarga Pra KS dan KS 1 di setiap kecamatan pesisir Kabupaten Sukabumi dapat
dilihat pada Tabel 14.

! Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan
keluarga berencana (Kepmen Negara Kependudukan/Kepala BKKBN No KEP.-
05/MEN/MENEG..K/02/98 tentang Pengembangan Kualitas Penduduk).

% Keluarga Sejahtera | adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan
pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi
(Kepmen Negara Kependudukan/Kepala BKKBN No KEP.-05/MEN/MENEG..K/02/98 tentang
Pengembangan Kualitas Penduduk).
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Tabel 14. Persentase Kelurga Pra KS dan KS 1 di Kecamatan Pesisir Kabupaten

Sukabumi Tahun 2005

Jumlah Jumlah Persentase
No Nama Kecamatan Keluarga Pra Keluarga Keluarga Pra
KS dan KS 1 KS dan KS 1
1 Ciemas 4574 12.506 36,57
2 Ciracap 3.143 13.189 23,83
3 Surade 6.103 19.842 30,76
4 Cibitung 1.886 6.943 27,16
5 Tegal Buleud 3.157 10.551 29,92
6 Pelabuhanratu 6.373 25.766 24,73
7 Simpenan 3.455 13.101 26,37
8 Cisolok 7.119 16.164 44,04
9 Cikakak 5.621 8.754 64,21
Total 41.431 126.816 32.67
Jumlah KK
Sukabumi 578.368 7,16

Sumber : Diolah dari BPS 2006

Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Kegiatan perikanan, baik itu perikanan tangkap atau perikanan budidaya
merupakan kegiatan ekonomi yang penting untuk kabupaten Sukabumi. Hal ini
sangat beralasan mengingat kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 412.759,54
Ha dan panjang pantai sekitar 117 Km mempunyai potensi sumberdaya pesisir
dan laut cukup besar. Selain itu sebagain besar penduduk Kabupaten Sukabumi
berada di kawasan pesisir. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan
yang menjadi roda penggerak roda perkonomian di Kabupaten Sukabumi.
Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi dari
tahun ketahun mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sekitar 9%.

Secara umum wilayah pengembangan kegiatan perikanan di Kabupaten
Sukabumi tersebar di enam kecamatan pesisir, yaitu Palabuhanratu, Cisolok
Ciemas, Ciracap, Surade dan Tegalbuled. Kegiatan usaha perikanan yang
berkembang di enam wilayah tersebut bervariasi antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya. Usaha perikanan yang berkembang selain perikanan tangkap dan

perikanan budidaya, juga berkembang pengolahan perikanan.

Perikanan Tangkap
Kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi tersebar di empat

kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok, Simpenan, Ciemas,
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Surade, dan Ciracap. Kegiatan perikanan tangkap Kecamatan Palabuhanratu
terpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Kecamatan Cisolok terpusat di
Pangkalan Pendaratan lIkan Cisolok (PPI), Kecamatan Simpenen terpusat di
Tempat Pendaratan lkan (TPI) Simpenan, Kecamatan Ciemas terpusat di Tempat
Pendaratan Ikan Ciwaru (TPI), Kecamatan Surade terpusat di Tempat Pendaratan
Ikan (TPI) Surade dan Kecamatan Ciracap terpusat di Tempat Pendaratan Ikan
(TPI) Ujung Genteng. Jenis kegiatan perikanan tangkap di empat wilayah
tersebut berbeda-beda, di Palabuhanratu jenis usaha penangkapan yang
berkembang adalah penangkapan skala besar, di Cisolok, Ciemas dan Ciracap
jenis usaha penangkapan yang berkembang skala menengah, dan di Simpenan dan
Surade jenis usaha penangkapan yang berkembang adalah skala kecil.

Kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi secara umum belum
berkembang, hanya di kegiatan perikanan tangkap di Palabuhanratu yang lebih
maju. Hal ini dapat dilihat dari tingkat teknologi penangkapan yang digunakan
berupa kapal penangkapan ikan yang berukuran masih kecil (<5GT) dengan alat

tangkap yang masih tradisional, yaitu Dogol, Pancing, Anco, dan Jaring lingkar .

Potensi Sumberdaya Ikan dan Tingkat Pemanfaatan Perikanan Tangkap
Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang
terlatak di wilayah Pantai Selatan Jawa dengan panjang pantai kurang lebih 117
km. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai
panjang pantai terpanjang di Pulau Jawa. Sementara itu, perairan laut kabupaten
Sukabumi membentang kearah Selatan selebar 4 mil laut berdasarkan Undang-
undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian Kabupaten
Sukabumi mempunyai hak pengelolaan terhadap perairan laut sekitar 87.000 Ha.
Di dalam perairan laut tersebut terkandung berbagai potensi sumber daya
ikan yang cukup melimpah, yaitu antara lain jenis-jenis ikan pelagis, demersal,
udang dan biota laut lainnya yang menjadi tumpuhan hidup masyarakat pesisir
Kabupaten Sukabumi. Jenis-jenis ikan yang sebagian besar dapat ditangkap di
perairan Sukabumi seperti Teri (Stolephorus spp), Tembang (Sardinella
fimbriata), Tongkol (Euthynnus affinis), Udang Putih (Penaeus merguensis), dan

Rajungan (Portunnus pelagicus).
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Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Sukabumi Tahun 2003 diketahui potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten
Sukabumi adalah 11.827 ton, dengan uraian Ikan Pelagis Besar 9.245 ton/tahun,
Ikan Pelagis Kecil 1.060 ton/tahun dan lkan Demersal 1.220 ton/tahun. Tingkat
Pemanfaatan untuk masing-masing sumber daya saat ini adalah Ikan Pelagis Besar
2.719 ton, Ikan Pelagis Kecil 564 ton dan Ikan Demersal 302 ton

Tabel 15. Potensi Lestari Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Perairan
Pantai Kabupaten Sukabumi, Tahun 2003

Jenis Sumberdaya Potensi Lestari Tingkat Pemanfaatan
(ton/tahun) Ton (%)
Ikan Pelagis Besar 9.245 2.719 29,4
Ikan Pelagis Kecil 1.060 564 53,2
Ikan Demersal 1.220 302 25,5

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi 2003

Selain potensi sumberdaya ikan yang terdapat perairan Laut Kabupaten
Sukabumi, nelayan Kabupaten juga dapat memanfaatan sumberdaya ikan di
Perairan Samudera Hindia. Sebagai perbandiangan, untuk melihat berapa potensi
sumberdaya ikan yang terdapat di perairan Laut Samudera Hindia dan tingkat

pemanfaatannya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Potensi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Laut
Samudera Hindia, Tahun 2000

Jenis Potensi Pemanfaatan Peluang
Sumberdaya (1.000 ton/tahun) (%) Pengembangan (%)
Ikan Pelagis 297,75 51.20 38.80
Besar
Ikan Pelagis 429.03 54.45 35.55
kecil
Ikan Demersal 135.13 65.99 24.01
Ikan Karang 12.88 213.22 -
Konsumsi
Udang Peneid 10.70 62.21 27.79
Udang karang 1.60 45.02 44.98
(Lobster)
Cumi-cumi 3.75 143.99 -

Sumber: Aziz, et al 2000

Produksi perikanan laut yang didaratkan di pesisir Kabupaten Sukabumi

sekitar 3.500 ton/tahun, yang terdiri dari Ikan Pelagis Besar, lkan Pelagis Kecil



74

dan lkan Demersal. Pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan laut Kabupaten
Sukabumi diduga baru mencapai 36%, sehingga peluang pengembangan
perikanan tangkap di perairan ini masih besar apalagi untuk daerah lepas pantai
dan ZEE.

Sebagai gambaran berikut ini disajikan produksi dan nilai ikan laut segar
hasil kegiatan perikanan tangkap yang didaratkan di enam kecamatan yang

tersebar di pesisir Kabupaten Sukabumi.

Tabel 17.  Perkembangan Jumlah lkan yang dilelang di beberapa tempat
pendaratan ikan di kecamatan Kabupaten Sukabumi.

No Kecamatan 2001 2002 2003
(Kg) (Kg) (Kg)

1 Ciemas 80,30 61,12 68,33

2 Ciracap 11,55 33,17 44,45

3 Surade 3,15 2,42 2,83

4 Palabuhanratu 418,63 4.117,40 3.962,40

5 Simpenan 10,02 12,10 15,00

6 Cisolok 31,63 32,75 44,97

Sumber :Dinas Perikanan dan Kelautan 2004

Apabila dilihat Tabel 17, jumlah ikan yang dilelang di beberapa tempat
pelelangan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan Kecamatan Palabuhanratu
mempunyai jumlah ikan yang dilelang paling besar, hal ini sangat beralasan
mengingat di Kecamatan Palabuhanratu terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) yang mempunyai kapasitas ikan yang dilelang cukup besar dan jumlah
perahu serta ukuran yang mendarat di pelabuhan tersebut cukup banyak dengan
ukuran yang cukup besar. Jumlah ikan yang dilelang di Kecamatan Surade paling
kecil dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sukabumi.
Hal ini karena tempat pendaratan ikan di kecamatan tersebut sangat kecil dan
tidak setiap hari ada kapal yang melelang hasil tangkapannya.

jenis ikan yang dominan tertangkap di perairan kabupaten sukabumi adalah
jenis-jenis: cakalang (Katsuonus pelamis), cucut gergaji (Pritis cuspidiatus), cucut
Martil (Sphyrna blochii), Layang (Decapterus sp.), Layaran (Istiophorus
orientalis), Setuhuk (Makaira sp.), Layur (Trichiurus sp.), Peperek (Leiognathus
sp.), Tembang (Sardinella sp), Tongkol ( Auxis thazard), Tuna (Thunnus sp.).

Namun demikian, terdapat empat jenis ikan yang merupakan ikan komoditas
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unggulan dengan potensi masing-masing jenis mencapai 3.300 ton Cakalang,
1.107 ton Tuna, 819 ton Cucut dan 442 ton Layur. Tabel 18 menunjukkan data
komoditas unggulan perikanan laut Kabupaten Sukabumi tahun 2002 beserta

tingkat pemanfaatannya.

Tabel 18. Komaoditas Unggulan Perikanan Laut Kabupaten Sukabumi

Tingkat Pemanfaatan

No. Jenis Ikan Potensi (Ton)

Ton %
1 Cakalang 3.300 1.088 33
2 Tuna 1.107 185 16,7
3 Cucut 819 461 56,3
4 Layur 442 291 69

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi 2003.

Teknologi Penangkapan Ikan

Teknologi penangkapan yang berkembang di Kabupeten sukabumi secara
keseluruhan dari enam kecamatan belum berkembang dan masih tradisional. Jenis
kegiatan penangkapan yang menggunakan alat-alat tersebut masuk ke dalam
kegiatan perikanan artisanal skala kecil hingga besar. Jenis-jenis alat tangkap
yang digunakan antara lain pukat pantai, pancing, anco dan jala lempar. Namun
demikian teknologi penangkapan yang berkembang di Palabuhanratu lebih
berkembang dibanding kecamatan lainnya.

Hal tersebut karena di Kecamatan Palabuhanratu terdapat Pelabuhan
Perikanan Nusantara, yaitu pelabuhan perikanan bertipe B dengan jangkaun
bersifat regional dan dapat didaratai oleh kapal-kapal dari berbagai propinsi
dengan ukuran 15-60GT. Jumlah alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan
di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2003 menunjukkan
stagnasi. Alat tangkap ikan yang berkembang di sana antara lain : Pancing, gill
net, bagan,payang, rawai, purse seine dan trammel net.

Secara keseluruhan jumlah alat tangkap perikanan yang terdapat di

Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 19.





